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EEPUTUSAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
FERSETUJUAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

FAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REFUBLIK INDONES1A,

bahwa berdasarian Kepuhisan Musyawarsh Masional
Khusus Kamar Degang dan Industyi anggal 25 April 2010
di Jakarta telah ditttapkan Arggaran Dasar dan Anggaran
Furmah Tangga Kamer Dagang dan  Induats sebaga
pengzanti Angzavan Daszar dan Anggaran Rumah Tangza
Kamar Dagang dan Industti yang telah disahikan dengan
Eeputuzan Presiden Nomor 16 Tabun 2006;

bahwa ates permintaan Kamar Dagang den Industrd, dan
sesusl dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dipandang perly
urtuk mengesahkan perubahan Angsaran Dmsar dan
Anggaran Rwmeh Tangza Kamar Dagang dan ndushi yarng
barit tersebut dengan Keputusan Presiden;

Fasal 4 ayat (1} Undang-Undang Dasar 1945 ssbagalmans

telah diubeh dengan Perubahan Keempet Undang-Undang
Dasar 1245,
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2. Undang-undeng Motnor 1 Tahan 1987 entang Kamar
Bagang dan Inchusird (Lembaran Megara Republik Indonesta
Tahun 1887 Nomor &, Tambahan Lembaran Megara Nomor
3346);

Menetapkan :  KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG FERSETUTUAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FAMAR
DAGANGC DAN INDUSTRL

Pasal 1

Menyetuiai perubehan Anggaran Dasar dan Angsaran Rumah
Tangga Kamar Dagang dan Indusiei  hasil  Keputusan
Musyawarah MNasional Khusws Kamar Dagang dan Industri
Nomor Skep/008/Munassus/T¥/ 20 10, tanggal 25 Aprl 2010 di
Jakarta, sebagaimana terlampir dalem Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Dengan berdakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persehijuan  Perubaihan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangza Kamar Dagang
dan Indnstri, dicabat dan dinyatakan tidak bedakn.

Pazal 3....
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Fazal §
Kepuhusan Presiden ind mualai berlaky pada tanggal ditetaplean.

Ditetapkan di akarta

pada tanggal 23 Agustus 2010

FRESIDEN REPUBLIE. INDIONESIA,
ikl

DR H. SUSILO BAMPANG YUDHOYONO

Sahnan :‘rmm dmgnn aslinya
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KEPUTUSAN FRESTDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 Agustus 2010

ANGGARAN RUMAN TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BAB [
UMM

Pasal 1
Landasen Penyusunan

(1) Anggarsn Rumah Tangga disusun berlandasian pada Anggaran Dasar Kamar
Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahken dalarm Munas Khusus Kadin di
Jakarta tanggal 23 - 25 April 2010,

(2) Angzaran Ramah Tangsa ini merupakan saby kesaiuan yang tidak terpisahkan
dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1),

BAE 1]
ORGANTSASI

Fasal 2

Pembenhakan Organisasi
(1) A U@M%WWMMWE4S@MHI%&
dmmmnamhmlgmlmummtlmmmmm
Prmnuipadawaktuim]yangadndimlmuhwammhmw
DKl Jakarta, dan diskwi pemerintah dengan Feputwsan Presiden Republik
Indonesia Noemor 49 Tahun 19732, kemnudian dibermak kembali sesuai detigan
ketentuan Undang-Undang Nemor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan

Industri ...
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Indusiri dalam Musyawarah Pengusaha Indenesia tanggal 24 September 1957
di Jakarta yang diseienggarakan oleh Pengusaha Indonesia yeng tergabung
dalam Fadin ndonesia belerja sama dengan Dewan Koperasi indonesia
(Dekopin) dan walit-wakil Badan Usaha Milik Negars.

b. Organisasl Kadin Provinsi pertama kali dibentuk atn disusun oleh Penguanha
Indonesia di setinp Daerah Tingkat I (sebutan untuk provin pada walkn it
dan dikukuhkan dengan Kepnbhisan Presiden Republik Indonesin Nomor 49
Tahur, 1273, keraudian dibentuk kembali sesuai dengan ketenman Undong-
Undang Nomor 1 Tahun (287 tentang Famar Dageng dan Industri dalaw
Musyawarah Pengusahe Daetah Tingkat 1 yang diselenggarakan oleh
Pengisaha Indonesla yang fergabung dalam Kadinda Tingkat I (sebutan uniak
Eadhﬁwhtaipadnwakmful}hekeﬂaunmdmgmﬂewanknpcmai
Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan waldl-wakil Badan Usaha Milik
Negara/Daerah di Provinsi masing-masing,

¢. Organisasi Kadin Kabupaten/EKola perfama kali dibentuk aten disgsun olsh
Pengusha [ndonesie di sctisp Daerah Tingkat 0 {sebutan unmk
kabupaten/kota} den dikukubkan dengan Keputusan Presiden Republik
indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibenhzk: lembali samyai dengrn
ketentunn Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1987 temtang Kamar Dagang den
Industri  dalam Muosyawamh Pengusaha Daersh Tingkat 11 yang
diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang terzabung dalam Fadinds
Tingkat il (sebutan untuk Kadin Kabupaten/Kota pada waktu it bekerja sama
dengan Dewan Koperasi Indonesin Daerah (Dekopinda) dan waldl-wakil
Badan Ussha Milik Negars/Daerah di Kabupaten/Kota masing-thasing,

(2) Pembentukan organisasi dan kepengurusan Kedin di Provinsi/ Ksbupaten /Eota
yahg belarn memiliki organisasi Kadin diatur dalam peretaran organisasi yang
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Tndonesia.

Pasal 3 ...
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Pasal 3
Dewan Bisnis
Dewan Bisnis atau Dewan Kerja Sama Bisnis atan nema apapun yang serupd, slatusnya

merupakan Organisasi Fengusaha schagaimana dirmaknad Fasal 1 hutuf ¢ Anggaran
Dasar jika memilfk] kemmndirian dengan ketentuan sebagai berikuk:

d. mmlﬂdmsgnmnmmmmnﬂumhwmﬂﬂhndmgm
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Indusiri;

b, kmn@ﬁhﬂnmuhﬂhhhh&gipampengmﬂmhﬂmﬁﬁndanpcmhmgm
mitra bisnisnys;

¢, namamys fidak menggunoksn nama Kadin.

BAB 1
KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggote

Setiap pengussha [ndonesia setta Organisas Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar peda Kadin.

Pasal 5
Persyrratan Anggota Luar Biasa
(1) Organisasi Pervsahaan dan Orgenisasi Pengnsaha yang dapat dilerima sebagai

Anggota Luar Bisss (ALB) Kadin adalah yang memenuhi asas legalitas dan

legitimasi scbagai berikuk:

2. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Fumab Tanggs yang berlandaskan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dazang dan Industri
dan sefalan dengan Anggaran Dasar dan Angzaran Fumah Tanggs (AD-ART}
Kacin;

| g A o
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. tidak berdasarkan keagamaan, kesukyan, kedaerahan, ideclogl/politik dan ras:
- memilili Kode Etik Organisasi;

- tidak memilk kesamaan nama, merk, kmbang dan logo dengan OFEaATIFAs)
sejenis yang sudah ada;

- penzurus tidak metatigkap jabatan pada organisasi sefenis;

. organizasi aban cabang organisasi fingkat Kabupaten/Fow jumlah ahgeotanya
minimal 20 (dus puluh) peruzshaan/penguseha, kecuali untak Dewan Bisnis;
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tands Anggota Biasa (ETA-B) Kadin;

paling sedikit 30 (tiga pulub) persen dari jumiah kabupaten/kota pada
provinsi yang bersanghutan dibuktitan dengan kepemiliken Kartu Tanda
Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Radin;

+ Organisas) yang pusatya berada pada tingkat nasional, cabangnya harus ada
paling sedikit di 30 (tiga puluh) persen jumlah provinsi yang tersebar i ima
wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tengzam-Maluky-
Pepua dan dibuktikan dengan KTA-LE Kadin di provins yang bersangkntan;
Dryﬁuﬁﬁnmlmnﬁngkmﬂnﬁunﬂfﬁmmﬁdakmﬁﬁhm
di daerah, tetapi ruang lingbup wsaha angeotenyn berskals atay bersifat
nasional /provinsi yang bersanglutan sehinggs mempunysi pengarvh besar
dalam perckonotiian nasional/provinsi, krdudukannys scbagai Anggota Luar
Biesn sema dengan keduduksn Organisasy Perusahaan Tingkat Nasicnal/
Prowinsi yang bersangkutan lainnya;

- ielah berdiri den telah melakaanakan peling sedikit 1 (sati) kali Musyawarah
Anggola-nys menwrut Hngkatan keangmoteannya masing-masng, selain/di
luar wakiu pendiriatrya;

untuk Organisasi Perusshaan: Setiap perusahaan vang merjadi anggota haros
diclivikan dun/stau beroperasi sesuai dengan ketertuan perunddang-undangan;
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. unlik Orzanizasi Penguwsaha dan Dewan Bisnis: Setiap pengusaha yang
menjadi anggota harus memilild fungsifjabatan pada perusahaannya sebagai
pemilik/komisaris danfamo penghrus perusahaan (ekzekutif/direksi), settn
renmliki NPWT perseorangan;

m. mewrilikl sekretariat/kantor dan alamat tetap yang jelas berikut perangkat
perlengkapan/peralatan kantor dan staf/ karyawan yang memacdai;

n. wajfib menyelengzarakan layanan inforimasi dan pemberdayaan anggola secara
lertuka serta wajib melaporkan hasil kagiatarnya secara periodik setu tahun
sebali kepada Kedin pada tingkatannyn masing-rnasing.

Ketenituan lebih rinci mengenai  keangmotsan Organisasi Perusahasn dan

Crganisasi Fengusaha di Kadin diteispkan dalam perajoran organisasi yang

ditetaplkan oleh Dewan Pengwus Kadin Indonesia.

Pasal 6
Pendafiaran Ksangeotaan

Prosedur dasar pendaftaran Angeota Blasa, Anggota Tercatat, dan Anggota Luae
Biad dan Anggota Luar Biasa Tercetet diteniukan dalam ayat (2) dan ayat (3),
prosedur rinci diatur dalam perafuran organisasi yang ditetapkan oleh Dewnn
Penguris Kadin Indonesia,
Pendafiaran Anggota Biasa dan Anggota Tercamit:
a. Pendaftaran Anggpta Biasa
a.1. Pendaftaran Anggota Biasa dilakukan pada Eadin Kabupaten/¥ota atu
melahii Anggota Luar Biasa yang bersanglkutan 4 tmpat perusshaan
atai cabang/perwakilan perusshaan Berdomisili, sesuai  dengan
ketentuan ayat (1).
8.2, Perwsahaen yeng diterima menjadi Anzgcta Biasa skan mendapat Kartu
Tande Anggota Biasa (KTA-B) yeng diterbitkan oleh Kadin Indonesia dari
Kadin Provingi melalai Kadin Fabupaker/Fota di tempatnya mendafiar.
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Keputusan tentang diterima atau ddekmys menjadl Anggote Biasa
disampaikan melalyl furst pemberichoan Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Fota, selambat-lambatnya tiga palub hari keija  ssieleh
formuliv  pendaftaran  diterima  oleh Fadin Knbupaten/Kota yang
bersangiotan, dengan menyerahkan Fartu Tands Angeota Biasa (KTA-B)
kﬂpﬂdaynngbemnghuhnjﬂmmmrﬂmmnmdlﬁnmm Untuk
Dacrah Khusus Ibukotn Jakarta, penetupan diterima ataw tidaknya
menjadi Ageota Biasa dllakukan di Eadin Provinsi.

Pendaftaran angzoin dapat menggunakan fasilitas pelayanan elektronik
(onfine sysizmy berbasis weh.

b. Pendaftaran Angzota Tercatat

B.1.

b.Z.

Pendaftaran Anggota Tercaiat dilakukan oleh Eadin Kabupaten/Kota di
fempat perusahaan stau cabang/perwsldlan pervasheon berdomisili,
sesniai dengan katentuan ayat (1),
PﬂmhamymlgdihrhmnmhdiM@MTﬂmthMt
Kartu Tanda Angzota Tercaiet (KAT) yang diterbitkan oleh Kadin Provinsi
melalid Kadin Fabupaten/Kota di Bipainya mendaftar,

(3) Prosedur perdaftaran Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biass Tercatat:
8. Pendaffaran Anggota Lusr Blasa

a.l,

a.2.

a3,

Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusahn sebagai
Anggota Luer Biasa dllakukan sesuai dengan kelentuan ayat {1),

Dalam hal organisasi yang bersangkutan dinyatakan memenihi syarat
nniuk diterima dan ditsiepkan menjadi Anggota luar Biasa  Kadin
scbagaimans dimabsed Pasal 5, maks Organisasi Perusahaan atau
Organizas] Pengusahe terssbut terlebih dahulu herus membayar Uang
Fanglal dan Uang Juran Anggota Luar Biasa fabun yang berjalan sesual
ketzntuan,

Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional, yang
memilils cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan
Dewan Bisnis Tingkat Masional, pendaftarannya dilakukan pada Kadin
Indonesia.
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a.7.

a.8.
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Organirasl Ferusahaan dan Organisasi Ferigusaha Tingkat Provins, yang
induk organisasinya berkedwdukan di daernh proving yang memiliki
paling sedikit cabang sebagaimana dimaksud Fasal 5 ayat (1) huruf g,
dan Dewan Bisnis Tingkat Provinsi, pendaftarannys difakukan pada Kadia
Provinsi.

Organisasi Perasahasn dan Organisasi Pengusaha, atau <abang
Organisasi Perusahaan don Organisasl Pengusaha vyang ads  di
kabupaten/kota, daw Dewsn  Bisnis Tingkat Kabupeten/Kota
pendaitarannyn  dilakulan  pada  Kadin @ Kabupaten/Kota yang
bersangiutan.

Organisasi Perusahaan Tingkat Nasiona] yang tidak memiliki cabang di
daerah, tetapl ruang lingkup wsaha anggotanya berskals atau bersifal
nasional schingga wempunyai pengaruh besar dalam perekonomian
nasional, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama denzan
keduchikan Ovganisasi Perusahaan Tingkat Masional lainnya sebazaimana
dimaksud huruf a.3., dan pendafavannya dilakukan pads  Kadin
[ndonesia,

Organisasi Perusshaan Tingkat Provinsi yang tidak memiliki cabang di
kabupalen/kota di daerah provinsi yang bersanglutan, tetap! ruang
lingkup usaha anggctanya berskala atau bersifat provinsisl sehingza
mempunyai pengaruh besar dalam perekenomian daerzh provinsi yang
berzangkutan, kedudukannyn sebagri Anggot Luar Biasa Provinsi sama
dengan kedudukan Organizasi Perusahman Tingkat Provinsi lainnya
sebagabnana dimalksud humaf a.4. dan pendafarannya dilakukan Pada
Fadin Provinsi.

Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusahn yang diteritma menjadi
Angzota Lnar Biasa akan mendapat Kartu Tanda Anggota Luar Biasa
{KTA-LB} yang ditetbitkan Kadin Indonesin dari Kadin di lermpatnya
mendafiar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf 2.3. sampal dengan
huruf 5.7,

Eeputtan dikerima atan tdakrym menjadi  Anggota Lmar Bias,
disampaikan dengan surat remberitabizan Dewar Paticnrms di b i
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mendaftar sebegaimana dimaksud ayat (3) humf a.3. sampai huruf 4.7,
stlama-lamanya <pam puluh hard keja setelah formulir pendaftaran
diterima Kadin yang bersangkutan, dengan menyerahkan KTA-LB kepada
yang bersangkutan jile diferima menjadi Anggots Luar Biaga.

a.10.Cabang-cabang Orgrnisasi Perusshaan dan Organisasi Pengusaha yang
induknya telah menjacdi Anggots Luar Biasa, tidak otomakis menjadi
Angzota Luar Biasa pada Kadin Prowinsi/Kabupaten/Kota di empat
domisilinga, dan karens itu herus tefap wendaftarkan peds Kadin
Provingi/Kabupaten/Kota  yang  bersanglotan  dengan  memenuhi
perzyaratan keanggotaan yang berlaku.

b. Pendaftaran Ahggota Luar Biasa Tercalat

b.1. Pendaftaran Angsota Luar Biasa Tercatat dilakukan sesuai dengan
ketentuarn ayat (1).

b.2. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Penguseha yang diterima menjadi
Anggeta Luar Biasa Tercatat akan mendapatkan Kartu Tanda Anggola
Luar Binsa Tercatat (KALBT) yang diterbitkan oleh Kadin Indenesia untuk
Hnglkat Nasional dan  oleh  Kadin  FProvinsi  unhuk  tingkat
Frovinsi/ Kabupaten,/Eota,

Fasal 7
Anggoia Fehormatan

([) Anggots Kehormatan adalah orang persecrangan yang diangeap mempunyal jasa
luar bipsm dalam membentuk, metnbing, mengembangkan den memajukan Kadin,
(2) Anggots Kehormatan disnghkat untuk senmur hidup oleh Munas/Muprov/
Mukab/Mukota  atau  Rapitnias/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota masng-
mazing berdasarkan:
2. waul Dewan Pertimbangan atu Dewan Pengurus Fadin Indonesip atau
Anggol Luar Biasa Tinglut Masiomal dansatau wayl Eadin Prowingi gntuk
Anggota Fahormaten Kadin [idonegia;

| TR |
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b. usulDﬂanPEerbanganatauD:mPﬁng:muKndlnFrminsiatauﬁnggﬂa
Luar Biasa Tingkat Provinsi danfateu uwsul Kadin Kebupaten/Fotn untuk
Anggota Kehiormatan Kadin Provingi;

. vwaul Dewan Pertimbangan atay Dewan Pengurus Kadin Kabapaien/Kota atau
Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupsien/Kota dan/atau usul Anggrotd Fiasa
Kadin Fabupaten/Kofa unhak Anggota Fshormatan ¥adin Kabupaten/Fota.

(3) Setfap mantan Keima Umum Kadin Indonesia/Eadin Provinsi dan Ketua Kadin
Kabupaten/Rota yang menvelksaikan masa jabatannya secars penuh selama satu
periode mulal dari pengangkatannya dalam Mungs/Muproyv/ Mukab/Mukota
sampai ke Munas/Muprov/Mukab/Mukeota berikufnya yang menerima pertang-
gungjawabarmya, cloratis diangkat menjaci Anggota Kehormatan Kadin yang
bersangkutan dengan sebutan Kerma Kehormatan Kadin yang bersanghutan,

(4) ammhm“mbmmmmmmﬁhwﬂm
membayar uang pangkal dan iuran anggota.

{5) Anggota Kehormatan mempunyni:

a. Hak bicars, yaitn hak mengajukan usal, zamn, pendapat, dan pertanyaan.

b.Mmh&mﬁkuﬁhchahnmgmimaiaﬁsundnmnD&wan&nmmm
Kadin,

Pasl 8
Sanksi Terhadap Anggota

setiap anggote yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenai
sanksi organisasi berdasarken besar kecilnys kesalahan yang dilakukan, beruzpa:

4.  Eguran atay peringatan terhalis;
b.  penghentian peliyanan organisast; atau
¢.  pemberhentian s=bagai angeota.

Fasal 9 .,
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Fesal 9
E<hilangan Keangsotan

(1} Anggoén Biasy kehilangan keanggotaannya dalam Kadin kevena:

(2)

(3}

(n

A, mengundurkan dir;

b. menghentikan usahanya;

¢. meninggal dunia (bagt Angzots Biasa perseovangany;
d  diberhentikan oleh organisasi: atau

¢. semun izin yang dimilikinya dicabut oleh pemerintah,

Anggota Luar Blasa kehilangan keangeotaannya dalam Xadin karena:
a. mengundurkan diri;

b. membubatkan diri;

c. diberhentikan oleh crganisasi; atan

d. dilarang olel pemerintah.

A mengundurkan divi; atau

b. meninggal dunia,

Pemberhenfan Keanggotaan

Pewan Pengurus Kadin dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian

sementars keanggotaan kepada anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 jika

angzota yang bersanghutan;

a. bertindak bertentangan dengan Anggaran Dusar dan atau Angeeran Rumah
Tangga; alau

b. bertindak merugikan abau mencemarkan nama baik organisasi; aku

¢ tidak memenuhi kewajiban keangsofman schagalmena yung ditetaplan
CTEANISAsT atan

d. tidak mematahi kepuhisan crganisasi; atau

. menyalahgunakan ksdudukan, wewsnang, dan kepercayaan yang diberikan
Qrganisas.
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Repuiusan pemberhentian atan pemberhentian semeniara keanggotaan dilakukan
sesudah ada peringatan tertulis terkebih dahuln sebanvak 3 (tiga) kali berturut-
tarut dalar jangka wakiu 3 (Hga) bulan, terkscuali untuk hal-hal vang huor biase,
dan untuk pemberbention atau pemberhientian sementara kepada Anggota Luar
Biasa sotzlah berkonsnltasi terlebth dahulu dengan Dewan Pertimbangan masing-
Mmasing.

Dalam masa pemberhentisn atau pemberhentian ssmentars, anggota yang

bersanghutan kehilangan hak-hak keangsotaantiya.

a. Pemberhentian scbagaimane dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah
penghapusan  keseluruhan hak anggotn untuk selama-lamanys  karena
kesalahan prinsip anggota yang bersangkutan.

b. Pemberhentian sementars sebagaimana dimaksud ayat {13, ayat (2, dan ayal
{3} adalah penghapusan sementara sefuruh atan sebagian hak angzota unmk
jangka wakm tertentu karene kesalahan anggota yang bersangkutan, misalnya
tidak memenuhi kewajiban membeyer uang juran anggota yang ditetapkan
OrZATIISE I,

Anggola yang terkena samksi pemberhentian atan pemberhentian sementars

berhak membela dini dan dapat naik banding, secara berturt-iurut, kepada:

A. Dewan Fengurus yang tingkatznnya lebih tinggi;
b. Rapimkab/Fapimkeota yang bersangkutan;

¢. Mukab/Mukoets yang bersanglutan:

d. Bapimprov yang bersanglutan;

& Muprov yang bersangkutan;

f. Rapimnas,

g Munas.

Anggota yahg kehilangan haknya karens terkena sanksl pembedhentian atau
pemberhentian semiontara, akan menperoleh pemulihen hak-haknya kembali,

a4
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setelzh sanksi tersebut dicabut oleh Dewan Pengurus yang bersanglutan atau
Dewan Pengurus yang tinghatnya lebih tingzi amu Rapimkab/Rapimkota/
Mukab/Mukota/ Rapitprov/ Muprov/Rapimnas/Munas sebagaimana dimaksud
xyat {5),
BAB [V
KEUANGAN
Pazal 11
Sumber Dana
Fadin memperoleh dana sbagaimana diatur dalam Pasal 39 Anggaran Dasar.

Besar uang pangkal dan wang iuran anggota ditttapkan berdesarkan asas
proporsional demgan kemampuan anggota berdssarkan  kepumisan  Dewan
Fengurus Kadin Provinsi masing-masing yang berpedoman pada, atau mengikugi
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Qrganisasi,

Untuk memperiuat keuangan Kadin pada setinp tingkat, Dewan Pengurs setiap
tingkat dibenarkan mengadakan upayn sendiri yang sah, tidek mengikat dan Hdak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dar, Anggaran Rumsh Tangzga,

Fasal 12
Perimbangan Pemibagian Feuangan
Vang pangkal dan nang iwran angzota yang ditarik oleh Kadin Kabupaten/Kota
pembagiannya ditetapkan sebagai berikat:
a. untuk Kadin Fabupaten/¥ota yang bersangkutan sebegar 60 {enam puluh)
peTsen;

b. uniuk Fadin Provinsi yang bersangkutan schesar 30 {tga puluh) persen;
¢, untuk Fadin Indonesia sebesar 10 {sepuluh) persen;
d. Khusus Kadin Kota yang berada di jbukots provinsi pembagianmnya ;
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d.1. uniuk Xadin Kota yang bersanghkutar sebesar 50 {lima puluh) persen:
d.2. untuk Kadin Provinsi yang bersanglutan sebesar 40 (empat puluh)
persery;

4.3, untuk Kadin Indonesia sehesar 10 (sepuluh) persen,
Uang pangkal dan uang iurah anggots vang ditarik ofeh Kadin Provinsi
pembagiannya ditetapkan ssbagal berikut:
4. uniuk Kadin Provinsi yang beraangkutan sehesar 80 {deapan puluh) persen;
b, untuk Xadin Indonesisz sebesar 20 (due puluh) persen,

Uang pangkal dan wang inran anggota yang ditarik oleh Kadin Indonesis
digunakan sepenuhrmys untuk kebutehan Kadin Indonesia,

Alokasi dana usng pangkal dan luran anggeta sehagaimana dimaksad ayat {13
dan ayat (2} disampaikan cleh:

a. Dewan Fengurus Kadin Eabppaten/Kota bertanggung  jawsb  ates
penyampaian alokasi darmm schagnimana dimaksud ayat (1) melalui Kadin
Provinsi yang bermangkuisn dengan melampirkan daffar anggotanya yang
elah membgyar kewajiban keushganrn.

b. Dewan Pengurus Fadin Provinsi bertanggung jawab atas peryampaian alokasi
dena sebagalmana dimeksud ayat (1) dan ayat (2) dengan melampivkan
daftar anggota yang telah membayar kewajibar ktaangannya.

Pasal 13
Fenszunaan Dena

Febijakan penggunaan dan pengelolaan dana pada setinp tingkatan organisasi
ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh sekretaciai
sehap tingkatan, atas persetgjuan Dewan Pengwrus masing-tnasing, dan
ketenfuannya diatur dalam peraturan organizasi.

{Z) Dewan ...
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(2) Dewan Pengurus Kadin setiap tingkatan bertanggung jawab awms pengawasan,
penerimaat dan pengzonaan dana serta pengelolaan perbendaharasn amu harta
keknyaan organissst pada tingkatan masing -masing,

(3) Untuk keperluan pengawasan, Dewan Pengurus Kadin setiap tingkatan harus

menggunakan abinfan publik yang melakukan pemeriksaan keusngan {audit
satuy kali dalam setahun. '

Paxal 14
Perianggungiewaban Keuangan
{13 Rapat Dewan Pengurus Fadin wntak membahas dan meneliti laporan keunrigan
dan perbencaharman organisasi dari sekretariat masing-masing diadakaen
selambat-lambainys satu kali dalam S (tiga) bulan, dan laporen kevangan dan
perbencaharaan organisasi mhunan heras diaudit oleh akuntan publik,

(2) laporan keuangan den perbencaharsan organisasi harus disampaikan pada setiap
Rapimnas/Rapimprov/Rapimkeb/Eapimbots tahunin mesing-masing.

(3) Pembuluan organisasi di sefiap tingkatan dimulai setap tanggal satu [anuari
sampai dengan tanggal figa puluh sehy Desember tahun yang sama.

(d) Dewan Pengurny Kadin mempertanggungjawablan pengawasan pengelolaan
keuangan dan perbendaharaan organisasi kepada Munas/Muprov,/ Mukab/
Mukota masing-masing.

BAB YV
PELAKSANAAN TUTUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN KADIN
Fazal 15
Pelaksanaan Tuiuan, Fungsi dan Fegiatan Radin

Untuk menjalankan tujuan dan kegiatan Kadin sebagaimans dimsksud Pasal 3, Pasal 6,
Pasal 7 dan Fasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 t=ntang Fatnar Dagang dan
Industti, serta menjebarkan kctemiuan Pasal 10 Anggeran Dasar, sstinp tngkat
organisasi Fadin melakanakan:
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advokasi dan pemberian rekoenendasi kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan
Fakyat RI/Dewnan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Provingi/ Kabupeten/Kota,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembentukan iklim usaha yang
kondusif dan penyiapan rancangan peraniran perundang-undangan;

penyebaran informasl perekonomian dan pemberdayaan dunis usaha;
penyelenggarzan pendidikan dan peiatihan untuk para pengusahe dalem vangka
pengsmbangan sumber daya manuasia’

penerbitan gurat keterangan, mengakreditasi penerbit sertifikat kemampuan
Wsdha, surat rekomendasi/referensi, serta melegalisari snrat-surai dan dokumen.-
dokurmen yang dipetlukan bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai peraturan
organisasi yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia;

upeya pelimpahan tegas-tugas dari pemerintah daiam rangka pembinaan dunia
usaha.
BAB VI
KEPENGURUSAM
Pazal 18

Tugas Dewan Pengurus

Dalam memermbi fungs den tugas Kadin sebagaimana dimakswd Pasal 9 dan Fasal 10
Anggaran Daser, Dewan Pengurus bertugas menctapkan kebijakan dan kegiatan
sebagal berlkut:

memajukan dan mengembanghoan jiwa serta memajukan dan mengembangkan
kemampuan dan keterampilzn para pengusaha Indomezia agar dapat hunbuh dan
berkembang secara dinamis dan manfap guna tercapainyg pertumbuhan ekonomi,
peningkatan pembangunan, dan penciptaan lapangan kegja yang lebih hias;
mempuk dan meningkatkan partisipasi aktii parm pengusaha [ndonesia guna
rmcrangkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien,
herdisiplin, dan berdedikgsi;
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menyebarluaskan informasi mengenal kebijaksanaan pemerintah di bidang
ekonomi kepada para pengusaha Indonesias

menyampaikan  infermasi  mengenai  permasalahan  dan  perkembangan
perckonomian dunia yang dapat berpengaruh werhadap kehidupan ekonomi dan
atau dugia usaha naslonal, kepada Femerintah dan para pengusaha Indonesia;

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lain yang bermanfaat
dalam rangka membina den mengembangkan kemampuan para penzusaha
Indonesia, baik dilakuken sendiri maupin bekerja sama dengan Orzanisasi
Perusahaan dan/atan Organisasi Pengusaha

menyclenggerakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama vang saling
menunjang den saling menguntungkin antar-pengussha Indonssia, termasuk
pengembangan keterkaitan antar bidang umba industri dan bidang usaha sektor
ekonomd kainnya:

menyelenggarakan dan meringkatkan hubnngan dan kerja same anmra pars
pengusaha indonesia dan para pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan
dan kepentingan pembangunan di bidang ekonowd dan sesuai dengan mjuan
pembangurian snsional;

menyelenggarakan analisis dan skatistik serta menyelengzarakan pusat informasi
usaha dan mengadakan promes di dalam dan di luar negeri;

menyslenggerakan upaya penycimbengin dan pelestarian alam serta mencegah
timbulnys kerugakan dan atau penceraran lingkamgan hidup;
menyiapkan dan memberikan ksterangan yang diperhakan para pengusaha

Indonesia untuk keperhian pendagangan, industti dan jasa, baik unhak kepetlvan
di dalam maupun di lnar negeri;

memyumbanghkan pendapat dan savan kepada Pemerintah dan lembaga lainnya
berkaitan dengan proses pengambilam keputusan dalam kebijaksanaan ekonomi
naslongl:



(1)

{3}

PRESIGEN
REFUBLIK |FOOMNES A

- 17 -

menyiapkan dan melaksanskan usaha arbitrase atau usaba  menengahi,
miendawuikan dan menyelesaiken perselisihan yang seciadi antara para pengusaha
Indonesia dansatan perusahasn [ndonesia, dan antara pengusahs dan perusahaan
Indonesia dengan pengusaha dan perusahaan aging,

mendorong para pengusaha [ndonesia unfuk bergabung dalam Organisasi
Ferusahazan dan/amn Organisasi Fengusaha anggota Kadin demi meningkatkan
profesionalisme.

Pasal 17

PFembagian Tugas Dewan Fengurus
Permmbagian higas di aniara Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketuz Ummm untuk
Kadin  indonesia/Kadin Provinsi dan Ketwa unfuk Kadin Kabupaten/Kota
berdasarkan Program Kerja dan Eeputusan-Eepuinsan Munas/Muprov/Mukab/
Mukoin sertp Rapimnas/ Fapimprov/ Rapimkab/Bapimbota masing-masing,
Keduchokan Fadin dalam lembega/badan negara/dacrah dan/sien di forum-
forum penentuan kebijaksansan, diwalkili otomatic secara av-officio oleh Fetua
Umum Kadin Indonesia/Fadin Provinsi/Ketua Fadin Kabupeaken/Kota, atan oleh
salah seorang Wakil Fetia Umum Kadin ndonexia/Kadin Provinsi/wakil Ketua
Fadin Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditstapkan olsh dan dalam rapat Dewan
Pengurus yang bersanghutan yeng diagendakan untuk keperiuan iersebut.
Fetiz Umum Kadin Inconesin/Fadin Provinsi dan Kctus Kadin Kabupaten/Fota
dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsl dan kegiatan organisasi masing-masing
berkewajiban:
2. memimpin  organisesi  dun  Dewan Pengurus  masing-masing  dalam
melaisanaken tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam;
b. mengoordinasiban langkah-langkah Dewan Pengurus masing-masing dalam
hal yang bersifat kebjjaksanaan;

¢  mémimpin ..
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¢ memimpin rapat-rapat yang diadakan Deveah Fenzurus masing-masing;

d. mengoondinasikan dan menyinkronizasikan pelaksanaan tugas para 'Wakii
Eetua Urnum/ Wald] Kefua masing-masing:

e bertangeuns jawab kepada Manas/Muprov/ Mukab/Mulota masing -masing.

Para Wakil Keiua Unum Kadin ndonessia/ Kadin Frovins dan para Walal Ketua

Kadin Eabupaien/Kota dalam rangha pelaksanaan tugas, fungsi dan kegistan

orgatisisl masing-mesing berkewgjiban;

g mewakili Ketua Umum Eadin Indonesia/Fadin Provinsi dan Keiua FKadin
Kabupaten/Kota masing.masing dalam mengoordinasikan dan senyinkroni-
sagikan pelakxansan tugas komite-komite triap dalam linglup bidang tugasnya

b. mengembangkan kerja ama wveng srasi dan mengawasi  kelancaran
pelaksanaan tugas komite-komite fetap dalam lingkup bideng mugasnya
masing -masing;

c. mewskili Ketua Umum Kadin mdonesia/Fadin Provinsi dan Ketua Kadin
Fabupaten /Kota atay dosar peranjukkan Ketua Urmam/Eetua masing - masing;

d. bertangxung jawalr kepada Eetua Unnum Kadin [ndonesia/Fadin Provinsi dan
Ketua Kadin Kabupaten/Fota dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Sctiap ketna komike tetap Fadin Indonesia/Kadin Provinsi/ Kadit Eabipssen / Fota

dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organisasi berkewajiban:

a. memampin, mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan berbanggung jawsb
atas pelakranaan lzas komite fetap masing-masing;

b, mewakili Ketua Umum/Wakil Ketua Umum  Kadin  Indonesia/Kadin
Frovinsi/Kema/Wakil Ketus Fadin Kabupaten/Kota sesuai bidangrya jiks
yanz bersangkutan berhalangan;

¢. bertanggung jawab dalam pelaksansen tugasnya kepada Ketue Umum/ Wakil
Ketua Umnmy/'Ketua/ Wakil Ketua sesuai bidangrya masing-ragng.

[ g QLT Ly
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(6} Setiap Wakil Kema FKomit Tetap Kadin Indonesia/Kadin  Provinsi/Eadin
Rabupaten/Kota dalam rangka polaksanaan fugas, fungsi dan kegiatan organisasi
berkewsjiban:

3. mewnlbili Ketua Eomite Tetep Kadin Indonesia/Kadin  Provinsi/Eadin
Kabupaien/Kota atas dasar penunjukkan Kehia Komite Tetap masing-masing;

b. bertanggung jawab kepads Kefua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin
Frovinsi/Kadin Kabupsten/Kota dalam melaksanakan tugas masing -masing.

(V) Jika XKetma Umum Kadin Indomesia/Kadin Provinsi atau  Kefua  Kadin

Kabupaten/Kota berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas

schari-harinya dalam wakty kertenty:

a. uhtuk Kadin Indonesia/Radin Provinsi: Ketua Umum menunjuk salah seorang
Whakil Kehun Umum Kadin Indomesis/Fadin Provinsi untuk mevwnakilinya, dan
jike semua wakil ketun umum berhalangan maka Ketua Umun meounjuk
salah seorang ketua komite tetap mewakilinys;

b. untak Kadin Eabupaten/Kota: Ketua menunjuk salah scorang wakil ketua

mewakilinya, dan jika semua wakil ketua berhalangan, make Kstua menunjuk
salah seorang ketus komite tetap mewakilinya.

Pasal 18
Keriasama Fihak Terkaii
Dalam melakmnakan fungst dan mgasnya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia/ Provinsi/
Kabupaten/Kota depat melakukan kerja same dengan atau mendorong kerje sama
antara plhak terkait berdasarkan keteniuan sebagai berikut
8. Ferjasama dengan Pemerintah dilaksanakan dengan tajusn:
a.1. berksmbangnya kemunakasi dan konsultasi timbal balik dengan Pemerintah
sccara sinergistlk uniuk mengefektifkan peran serta dunia waha dalam
pembangunan;

O | [y
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mewujudlan iklim usaha yang sshat dan dimamis, yang diperlukan bagi
pengembangan diinia usaha;

menyelurkan informasi den advokasi dunia wsahs dadi dan kepada
Femerintah mengenai permasalahan den perkembangan perekonemian;
hurui serda berperan aktif, mengzajukan wsul dan saran dalam meneniukan
kerangka kebifakan Pengzmbangan Perekonwtnian di tingkat Pusat/Provinsi/
Kabupaten/ota;

dalam rangka pemberian surat keterangan, pensngahan, arbilrasi, dan
rekoimendasi mengenai usaha pengusaha Indanesia termasuk legalisasi surat-
surat yang diperlukan Pemetintah tinglat Pusat/Provinsi/ Kabupaien/Kola;
melaksanakan mgzas yang diberikan oleh Femerintah tingkat Pusat/Provinst/
Kabupaten /Eota;

kerjasama  dengan Pemerintah  fingkat  Pusat/Provins{/Kabupaten/Kota,
dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, laithan dan kegistan lain yang
bermanfaat dalam rangka pembinaan den pengembangan kemampuan
pengusaha Indomesia.

Kejasama dengan Dewan Ferwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Dwerah
(DFD)/DPR. Prowinsi/ DPR, Kabupaten/Fota danean tujuan untuk:

b1

b.2+

b.3.

berkembangnya hubungan fimbal balik antra Kodin dengan Dewan
Ferwakilan FRakyat EL/DFD/DFR Provinsi/DPR Kabupaten/Kola  secara
sincrgistik  untuk mengefekfifkan peran serta dunia  wsaha  dalam
pembangunan di tingkat Nasional/Proviusi/ Kebupaten/ Kot

mewujudkan iklim usaha yang schat dan dinamis, yeng diperhuian bagi
pengembangan dinia wsaha;

menyalurkan informasi dan asplrasi dunis usaha dari dan k*pada Dewan
Perwekilan Rakyat RE/DFD/DPR Provinsi/DFR Kebupeten/Kota, mengenai
permasalahan dan perkembangen perekenomian dan kepentingan pars
pengusaha dalam rangkn krikuBertzannya dalem pembangunan di bidang
tkonomi;
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b4, lurut serta berperan aktif, mengajukan wsul dan saran dalam menentukan
kerangla Kebilakan Pengembangan Perekonomian df tingket Nasional/
Provinsi/Fabupaten/Koia,

Eerjpsama Antar-Fengusaha  didoronz  dan difasilitesi  Kadin  untuk
mengembanglan hubungan yang serasi dan seimbang, yang saling menunjang
dan saling menguniungkan antara pera pelabu elonomi nasional dan antare
pengusaha besar, menengah, dan kecil berdasarkan sawangat kekeluargaan
dengan  mengutamakar  kesejahtersan  £an kepentingan rakyaf benyak
berdasarkan Demokrasi Elpnomi.,

Kerjasama Anfar dan Anfsra Organisasi Ferusabaan dan Organisasi Pengusaha
dikembangkan oleh Kadin dalam rangks memadokan sasaten dan menyalurkan
menunjang dan saling menguntungkar bagi bidang-bidang wsaha untok
meningkatkan kemempuan dan efitiens dalam sermus begiatan wsaha nasional
sehingza mampu bersaing szcars schat dan ekonorrus.

Kerjasaria Kadin dengan organisasi kemasyarakatan dan mosyarakat pada
umumrys bertujuan untak:

¢.1. mengembangken hubungan fimhal balik entary Kadin dengan organisesi
kemasyaralatan dan masyarakat dalam rangka mengefektition tangrung
Jawab sosial maging-masing

e.Z. mewwjudkan  semengat  kebersamisan  antara Kadin, organisasi
kernasyarakatan dan masyarakat, demi meningkatken keiltutsertaan seluruh
mazyarakat dalam pembanganan nagional.

Rerjasama Luar Negari dilakukan Kadin dengan Kamar Dagang dan Industri dan

organisasi ekohomi dan bisnis di lar negeri, baik di bidang investasi maupun di

bidang perdagangan, industri dan jasa, dalam rangka meningkatkan peranan

pengusaha Indonesia dalam pembangunan nasional,
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Paxal 19
Sanks erhadap Dewan Pengurms

(1) Dewan Pengnrus Kadin Provinsi/Kabupaten/Fota dapat dikenaken sanksi
organisasi berupa pembelusn/pemberhentian  kepengurusannya akh Dewan
Pengruinis yang setingkat lsbil Hngg.

(2} Sanksi schagaimane dimaksud ayst (1) diberiken jika Dewan Pengurus yang
bersanglaran tidak melaksanskan ketenfuan Anggaman Dasar dan Anggaran
Bumah Tangga, dan/atau dinilai Hdak berfungsi scbagalmana mestinya okh
Dewan Pengwrus yang setingkat kebih tinggi setzlah melalui langkah-langkah
tnhapan sebagai berilok:

8. adanya peringatan tertulis terlebih dahohi kepada Dewnn Penigurus Eadin
Provinsi/Kabupaten/Kotn atas hal-hal scbagaimana dimaksud ayat (1)
sehaligus memberikan bats waktu selama-lamanya 30 {tga puluh) hari untuk
memperbaikinya, yang diberilan:

2.1, untuk Kadin Provinsi cleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan
keputizan rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia,

8.2, untuk Kadin Fabupaten/Fota oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi
berdasarkan kepufusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi;

b. jika sctelah batas waktu scbagnimana dimaksud huruf a peringatan tevsebut
tidak diindahkan, maka Dewan Pergzumus Eadin Indonesie/Kadin Provirsi
tnemberikan peringatan tertulis kedua dengan batas waktn paling lama 30
{figa puluh) hari unmk memperbaikinya;

c. jika seteiah batas wakiu scbagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus
Kadin Provinsi /Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkannya, maka:

€.1. unik Kadin Provinsi: Dewan Fengurus Kadin lndonesia berdasarkan
keputusan  rapetnya dapat  menjatuhkan  sanksi | pembekpan/
pemberhentiann  Dewan Fertimbangan dan Dewan Pangurws Kadin
Provinsl scbagaimana dimaksd ayai (2} hnuuf 2.1, seiwlal berkonsultasi
dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
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berdasarkan keputusan rapamnya dapat menjatubkan sanksi pembekuan/
pemberhentian Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurps Kadin
Kabupaten/Kota sebagaitnana dimaksud ayat (2) hwaf a2, setelah
berkomsuliasi dengan Dewan ﬁ.rﬁml:n@n Kadin Provinsi.
Dewan Fengurus yang menjatubkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayal (2) harus segera membentuk kepengurisan sementara {carefater di dacrah
yang dikenakan sanksi pembekuan/pemberhentan untuk mesa jabatan paling
lama sah; tahun dengan tugas utama menjaga egar fungsi dan tugas organisesi
tetnp  berjalan  dan  sskalims  mempersispken  dan menyelengzarakan
Muprov/Muksb/Mukela yang bersangkutan yang dipercepat.
Dewan Pongurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dirmaksud ayat (2) dan
ayat (3) mempertangzungawablkan kebijaksanannnys kepada Dewan Fengurns
yrng tingkainiya lebih tingzi dan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukots yang
bersanglutan.

FPasal 20

Sanksi terhadap Anggota Penguiris
Jetiap anggola  kepengurusan, baik anggota Dewan Fenaschat, Dewan
Perfimbangan maupun anggota Dewan Pengurws, dapat dikenai sanksi organisasi
oleh Dewan Fengurus yang bersangloutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan
yang dilalnikan sampai pada bentuk pemberhentian dengan berkonsuliasi erlsbih
dahulu dengan Dewan Pertimbangan yang bersanglkutan, dengan tingkatan sanksi
yang dilalakan secara eriolis, sebagal benikut:
a. teguran atau peringatan;
b. peringatan keras;
¢. pemberhentian sementara dari jabatan untuk jangka waktu tertentu;
d. pemberhentian tetap dari jabatan,

I T
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Sarksi organisasi scbagaimana dimakmud ayat {1) dikenalan apabils yang

bersanzkutan:

a. secara sadar melanggar dan atwa tdek mematuhi Angsaran Dasar dan atan
Anggaran Rumah Tangga;

b. bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasl;

¢, melangger peraturan dan kettotuan organisasi serta tidak mematuhi
keputusan organisasi;

d. tidak memenuhi dan atau melalaikan  kewajibennyr sebagai  angeofa
kepengurusan: atiu

e. menyalabgunaken kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan
OrZAnisasi.

Feputusan  pemberhenfian atan pemberhentian - sementars  dilakuken sstelah
kepada yang bersarglouten diberikan peringatan tertulis tiga kali berturut-tart
terlebih dahulu, terkecunli untuk hal-hal yang bersifat lwar biass, melalu
keputuzan rapat Dewan Penguius yang bersangkuan bepdasarkan:
a. untuk anggot Dewan Penaschat

a.]1. Keputusan Dewan Penaschat: atau

2.2, Keputusan Dewan Penasehat setefah berkonsultasi dengan Dewsn
Fepagehat.
b. untuk anggota Dewan Pertimbangan:
br.1. Kepuhusan Dewan Pertimbangang atan
b.2. Kepulusan Dewnn FPenguwrws setelah berkonsultasi dengan Dewan
Pertimbangan,
c. unik anggota Dewan Pengurus: keputusan Dewan Pengurus.
Dalam masa  pemberhentinn  atau  pemberhentian  sementara, anggola
kepengurusan yang bersangluten kchilangan hak-hak dan jabatarmye sebagsi
kepengurusan dan tidak lagi berfungsi sebagal anggota kepengurusan.
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Ahgeota kepengurusan yang diberhentikan atan diberhentiltan sementara berhak
merbela din atau naik banding berturut-furut pada jenfang ingkatan berilu:

#. DPewan Pengurus yang tinglatannys Jebih tinggi;

b. Rapimkab/Rapimkots vang bersangkutun;

¢, Mukab/Mukoty yang bersanzistan;

d. Repimprov yang bersangkutan,

&. Muprov yang bersangloutam,

f. Repimnas;

£ Munas.

Anggota kepengurnsan yang kehilangan hak dan jabatannya karena teckena
sanksi  pemberhentian  alau  pemberhentian  sernentsra akan memperolch
permulihan hak dan jabatannys, scielah sanksi yang dikenakan dicabui atau
diubeh olkeh Dewan Pengurus vang bersangiotan atan Dewan Pengurus yang
ingkatannya lebih  tnggi  ataw  Repimksb/Rapimbota/Mukabs/Mukots /
Rapimpror/ Muprov/ Bapitrnas/ Munas sshagabmana dimabkzod ayat (5).

Fasal £1
Kesskretmriaten Qrganizasi

Uraian ugas dan fats kerja Sekretariat pada sctiap lingkatan sebagai berikut:

a

Seireteriat Kadin setiap tingkatan melaksangkan kebijakan dan program kerja
Eadin masing-masing tingkatan seria layanan kepada Anggota dan dunis usaha;
Sekretariat Kadin setiap tingkatan mengelola urusan adminisirasi, manajemen dan
perbendaharsan organisasi;

thi kelayakan dan kepatutan Divektir Ekselcitif diliknkuan oleh tim seleksi yang
dibentuk oleh Dewan Pengurus mexing-masing;

Direkiur Eksskutif pode sefiap tingkawan berwenans menetapkan kebifakan
operasional dan cdibantn para dircktur dan pejabat setara serta staf Jainnya
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merupakan naga profesional veng jumlah dan pembagian bidang kerfanys
diatur sesual kebufuhan;
Divektur Eksckutif pada setiap fingkatan memimpin dan mengoovdinasikan
pelaksanaan higas-tugas yang diberikan oleh Pengurus Harian dengan dibantu
aleh Para Dirckiur dan $taf Sekretariat Kadin sesuai jenjang ovgardsasi Eadin di
seiiap Tingkaten;
Para Direltur den pejabat setara serta staf lainnyn scbagaitnana dimaksud huruf d
diangkat dan diberhemtilan oleh sertn bertangsung jawab kepada Direkiur
Ekschudf, berdasarken kontrak ketfa dan/atau scsuai dengen  peraturan
kekaryawnanan Sckretariat pada setiap tinghatan;
Para Direktur memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaszn hgas-tugas Stal
Sekretariat Kadin ontuk mendukung peran dan fungsi Komite Telap,
Dalam melakeanakan kebjjakan dan progtam ke Kadin masing-masing
tingkatan, S¢kretariat melakzanakan tugasmyn secara profesional sesuaj dengan
peraturan organisasi tentang tata hubungan kera antara Dewan Pengurus dan
Dewan Ferfimbangan dengan Sekretariat;
Layatan — layanan Sekretariat
(1) layanan Fokok Sekretariat Kadin:
(2 Layanan Pokok Seloretariat Kadin Indonesia
A.1. Sebretariat Kadin [ndenesia membangun pedoman layanan, raa
kzlola dan standar layanan sehagai panduan dan rajukan bagi Kadin
Provingi dan Kadin Kabupaten/¥ola dalam menjalankan tugas
layanan kepada dunia usaha.
8.2, Pedoman yang harus dibangun oleh Selretayiat Kadin Indonesia
stknrang- kurangmya adalah :
d.  Fedoman Manajemen Kesekretariatan
b.  Pedoman Layanan Bisnis
¢ Pedoman Advokasi dan Kensul@ansi
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d. Pedoman Perkoaten UKM dan Dunia Usaha
¢.  Pedoman unhik income generating

a.3. Sekretsriat Fadin I[ndonesia menetapkan standar mutu  dan
menyelenggatalan wovkshog/ pelatihan serta pendampingan bagi
Kadin Proving.

8.4, Seliap tehun Sckretariat Kadin Indonesiz melakukan moniloring dan
evaliasi implementast pedoman-pedoman  layanan pokok dan
melakukan pembaharvan/revisi atas pedoman lersebut.

{b) Layanan Folok Sekretariat Kadin Provina

b.1. Sekretariat Kadin Provinsi mendiseminesikan dan  melatihkan
pedoman layanan kepede Sekretariaié Kadin Kabupaien/Kota dan
Asosiasi/Himpunan,

b.2. Sekretariat Fadin Provinsi menctapkan Kadin Kabupaten/¥otz dan
Asosiasi/Himpunan yang telah memenuhi persyaratan  untuk
melaksanakan pedoman layanan pokok kerscbut.

b.3. Setlap akhir tahun Sekretariat Eadin Provinsi memberikan laporan
kepada Sekretariat Kadin Indonesia mengenal pelaksanaan padoman
layanan pokok yang dilaksanmlkan oleh Kadin Kabapaten/Fola dan
Asosiasi/ Himpunan.

{c) Layanan Fokok Selretariat Kadin Kabupaten/Fota

c.l. Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota melaksanakan fugas membetikan
layanan kepada anggota dan dunia usaha sesual kebutnhan priovitas
masing-masing Rabupaten/Eoty dengan acuan pedoman layanan
yang ditctapkan Kadin Indoneala.

cl. Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota melapotkan pelaksnaan
pedoman layaren polick sesuai dengan format yang telah ditetapkan
kepada Sekretariat Kadin Provinsi sotiap akhir tatun,

{2} Layenan Penunjang Sekretariat Kadin
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{a) Sckretariat Kadin unduk seluruh tingkatan baik nasicnal/provinsi/
kabupaten/kota  berkswajiban menyelengzarakan layanan kegiatan
dalam rangka mendukung peran dan fungsi Kadin,

(b» Layanan penunjang yang berasal deri pendelegasian wewenang darl
Femnerintah maupun dunia bisnis internasional dan berlabu sscarm
nazimal maupun immternasional, meka Kadin Indone=sia memlnat
randuan penyelenggaraan kegistan tersebuf dalam rangka menjaga
kualitas dan kepercayaan Pemerintah dan dunia bisnds internasional.

3 Untuk  implamentasi liyanan kepada dunia ussha yang  membutuhikan
penanganan secara klap dan terus menerus di luar negeri, Dewan Pengurus
Kadin Indoneala dapat membentuk Kantor Ferwalkilan Sckretariat Kadin Indonesia

di lvar negeri yang tugas dan fungsinya diatur dalam peraturan ocganisasi.

k. Dalan melaksanakan layenan kepada anggeoda dan dunia usaha schagaimans
dimaksurd Pazal 23 ayat (3) Angsaran Dasar, Sekretariot dapat menetapkan biaya
layanan setelah mendapat persettijuan Dewan Panguras.

BAB VII
MUSYAWAFAH DAN EAFPAT

Pasal 22
Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biaws,
dan Musyawurah Maszional Khusgs

(1) Munas dan Munassus dilaksanaken oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan
Penguris Fadin Ihdonesa.

(Z) Dewan Pengurus Kadin [ndonesia. mempersiapkan bahan-bahan dan segala

sesuatn yang diperlukan bertalian dengan pelaksaraan Mumas dan Munessus
scbagaimana dimaksud ayat (1).
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(3) Murashib diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab para Dewan Pengurus
Kadin Provins dan Anggol Luar Biasa Tingkat Nasional yang memint
diadakarnnys Munaslub,

()

Peserta Munas, Munasiub, dan Munassus terdiri atas:

a.

Angaota Binsa yang diwalili oleh wtusan Anggota, yaitu:
8.1, Ketua Umum Dewan Pengurus Fadin Provins secara av-aificia,

8.2, Ulusan Angzota yang dipilih dalam Rapet Dewan Pengurus Lengkap
Kadin Provinsi sehagaimans dimaksud Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar
yang diagendskan khusus menjelang  Munas/Munaslub/Munassis
sebanysic e orang;

masing-trasmg mempunyai hak suara, hak bicera, dan hak dipilih ontuk

Munas den Munaslub, dan hak swara den hak bicara, uniuk Munassus:

Anggote Luar Biasa yang diwakili oleh utusin Otganisasi Perusahaan dan

Organisasi Pengusaha Tingkat Masional yang dipilih melalui konvensi vang

khusus diadakan untuk ita menjelang Muwas/Munaslub/Munessus memilili

hak suara, hak bicara dan hak dipilih untuk Munas dan Munaslub, dan hak
suara dan hek bicaca untuk Munassus,

Dewan Penasehat Kadin Indonesia.

Dewan FPertimbangan Kadin Indonesia yang jumishoye sssusi dengan

kebutuhan yang menyalurkan aspirasi kefiga unsur pelalu ekonomi, ditambah

urnsur Pemgusaha Provinsd yang masing-masing diwakili secars ex-ofcso oleh

Retua Dewan Fertimbangan Kadin Provinsi, mempunyai:

4.1, dalam Munas dan Munasub; hak bicars dan hak dipilih;

d.2, dalam Munassus: hak Bicara.

Deéwan Fengurus Kadin Indonesin sebagaimang dimaksud Pasal 21 ayat (7)
hurif b dan huruf ¢ Anggaran Dasar, mempunyai:

¢.1. dalam Munas dan Munaslub: hak bicars dan hak dipilih;
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e.2, dalam Munassus: hak bicara.

Peserta Munas/Munasiub/Munasms sehagaimana dimaksud hueut' a dan haoruf b
adalah Peserta penuh dari Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Tingkat
Nasicnel yang telah memenuhi seluruh kewajibannys sebegaimana dimaksud
Pasal 34 Angzaran Dasar, termnasuk kewajiban keuangan pada crgandsasi sampai
dengan whun berjalan.

Pentinjaw Munas dan Munassus unituk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

Eumah Tangza terditi ams:

8. Anggota Kehormatan Xadin Indonesia;

b. Utusan Anggota Frovinsi di luar peserta dimaksud ayat (49 huruf a.2. dengan
membawa mandat datri Dewsn Pengurus Kadin Provins] masing-masing;

¢. Uhusan Anggots Fabupsten/Keta dengan membawa mandat dard Dewan
Penguirus Kadin Kebupaten/Fotz dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-
MANNT;

d. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Madonal, selam peserta yang dimakasd
ayat (4) hurvi d, dengan membawe mandal dari organisasi masing- masing;

2. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia tingkat nasional;

f. Pensusahn asing;

Z. Pejabat Pemerintah.

Jumilah peninjan Munas dan Munassus sebagaimana dimaksud huraf b sampai

dengan huruf g unhik perubshan Angsaran Dasar dan Anggaran Fomsh Tangss,

ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indomesia den  masing-masing

mermnpunyai hak bicara.

Pada Munaslub dan Muhassus uniak pembubaran organisas Hidak ada peninjau.

Unmk melaksanakan Musvewsrsh schagaimana dimaksud ayst (1) Dewan

Fengurus Kadin Indonesis membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Fengarah,

dan Panitia Pelaksana yeng bertanggungjawab kepads Dewan Fengurus Kadin
nclonesia,
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Fasal 23
Mugyawarah Provinsi dan Musyawarah Provinsi Luar Bigsa

Muprov dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin
Frovinsi. Jika jangka wakiu kepengurusan Kadin Provinsi sudah habis namun
Muproy belum dilaksanakan maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia berhak
memberhentikan kepengurasan vang bumanglmtan dan menumjuk Dewan
Fengurus sementara {carefafed untuk memperslaplan dan  melsksanakan
Miuprov.
Dewan Pengurus Kadin Provingi mempersiapkan bahan yang diperiukan bertlian
dengan pelaksamaan Muprov sebagnimana dimakswd ayat (1).
Mupm?hhdisehnggamkmdmmmhditmgglmgjﬂwnhmmm
Radih Kabupaten/Fota dan Anggota Lusr Binsa tingkat provingi yans meminta
diadakannya Mugroviub, setelah berkonsulizsi terleblh dalyla dengan Dewan
Fengurus Kadin Indonesia.
Pesertz Muprov dan Muproviab terdivi atna:
A. Anggoia Biasa yang diwakili oleh utusen Angzota yang terdiri atas;
a.1. Ketua Dewan Pengurus Radin Kabupaten/Kots secara ex-0i¥7cio,
#.2. Utusan Anggota Biasa yang dipilih dalan Rapat Dewnn Pengrius Lengkap
Katnrpaten/Fota sebagaimana dimalaud Pasal 27 ayat (7) Anggaran
Dasar menjelang Muprov/Muprovlab sebanyak dua omng;
inasing- masing, mempunyvai hak auara, hak Bcara dan hak dipilik.

Fhusus bagi Eadin Frovinsi yang jumiah pesertanya sebagalmana dimaksud humf
A.l. dan a.2. di atas kurang dari 50 (lita puluh) orang, maka harus memenuhi
jumlah selerang-kurangnya 50 {lima puluh) orang yang dibegi reta di antara
Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

b. Anggota Lwar Biasa yanz diwakili ofeh whysan Crganizasi Perusahaan dan
Organisati Ferngusgha Tingket Provinsi yang dJdipilih melalui  kenvensi
menjelang Muprov/ Muproviub mempunyal hak suara, hak bicara, dan hak
dipilih;
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c. Dewan Fenasehat Kadin Indeonesia®

d. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang jumiah anggotanya sesuai cengan
kebutuhan yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelalm
ekanomd, ditambah unsur Pengusaha Kabupaten/Kots Yang masing-masing
diwakili secara ex-officic oleh Ketus Dewan Perimbangan seluruk Kadin
Kabupaten/Kota dari Proving yang bersangkuian, mempunysi hak;

d.1. dalam Muprov: hak bicara, hak dipilib, dan hak menyusun daftar nama
calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi periode
benkumya;

d.2. dalam Muproviub; hak bicara dan hak dipilih,

€. Dewan Fengorus Kadin Provinsi sebagaimane dimaksud Fasal 29 ayat {7)
Angzaran Dazar mempunyai hak bicara serta hak dipilih,

Peserta Muprov/Muproviub sebagaimana dimaksd huruf a dan huref 4
adalak Feserta penuh dan Fadin Kabupaten/Fofe dan Anggota Luar Biasa
Tingkat Provirsinya yang telah memenuhi seluruh kevwajibannye sebagaimana
dimaksud Pasal 34 Anggaran Dasar, termasuk bewajiban kevangan pada
{3} Peranjaw Muprov kerdiv ates

2. AnggHa Kehormatan Eadin Provirsi;

b. Utuzan Anggota Kadin Kabupaten/Kota di luar peserta yang dimaksud ayat (4)
huraf a dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus ¥adin Ksbupaten/
Kota maging- masing:

2. Utusan Anggott Lumr Biasa Tingkat Provinsi di luar peserin sebmgaimana

dimaksud ayat (4) hurwi d dengan membawa mandat dari pengurus organisasi
mesing -masing;

d. Tokoh-tokoh pengusahe dan masyarakat Indonesia di provinst:

e. FPengusaha asing;
f. Pejabat Pemerintah.
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Jumlah peninjau Muprov sebagpimana dimaksnd hurnfb sampai dengan huraf
ditentukan oleh Dewan Fengurus Kadin Provingi, dan masing- masing mermpunyai
hak bicara.

ettt pada  Muproviub hanya Dewsn Pengurus Kadin Indonesia yang
memipunyai hak bicara,

Untuk melaksanakan Muprov sehagaimana dimakond ayat {1), Dewan Pengurus
Fadin Provinsi membentuk Panitia Perryelenggara, Punitia Pengarah, den Panitia
Pelakzana yang bertinggang jawab kepeds Dewan Pengyrus Fadin Provinsi,

Faszal 24
Musyawarah Kabupaten/Kotz dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa

Mukab/Mukots dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurns
Kadin Kabupaten/Kota.

Jika fangka waktu kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota sudah habis siamun
Mukab/Mukots belum dilaksanakan maka Dewan Pengurus Eadin Provinsi
berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Dewan
Pengurus sementara {cerefefen’ untuk mempersispkan doan  melaksanglan
Mulkeb/Mukaota.
Dewan Pengnrus Kadin Kabupaten/Fota mempersiapkan bahan-bahan dan segala
sesuatt yang dipetiukan bertalian dengan petaksanaan Mukab/Mukots sebagai-
mana dimaksud ayat (1).
Mukablub/Mukotalub disclenggarakan dan menfadi tanggung jfawab Anggota
Biasa ¥adin Xabupaien/Kot yang bersanglutan yeng meminta diadakannya
Mukablub/Mukotabub, 2stelah berkonsultasi ferebih dahulu dengar. Dewsan
Fenguriat Kadin Provine yang bersangioitan. .
Pezerta Mukab/Mukota/Mukablub/ Mukotalub terdin atas:
&. Anggoin Hiasza densan ketentuan:

g l. Arteroda .
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a1, Anggota Biasa yeng ada di wilayah kabupaten/kota yang bersanglastan
mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Kafma Dewan
Pengurus Kadin FKabupaten/Kota yang sckaligus merangkay Fetua
Fermatur, dan 4 (emmpat) orang anggota fortmaher, hak bicara secta hak
dipilih,

a.2. Jikn jumlah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud bubic a.1. ferlalu besar
sehingga secara teknis menyulitkan penyslenggaraan Musyawarah, maka
kepescrtaannya  dapal diatur dengan cara perwakilan  anggola
berdasarkan kescpakatan bersama pnfara Dewan Pengurus Eadin
Kabupaten/Kota dan Dewan Pengums Kadin Provinsi yang bersanghkudan,
dengan pedoman urmum sebagal berikut:

B.Z.1. jumiah peseria  Mukab/Mukot/Mukabiub/Mukotalub  yang
mewekili Angzota Biasa ditetapkan sebanyak jiutilah yang secara
tekniz mudah untuk penyelengearaan Musyawarsh.

a.2.2. Jumlah pesertn sebagaimana dimaksud butir a.2.] merupakan
angka pembagi terhadap Jumlsh selurih Angzota Biasa umtuk
menentukan jumlah Anggota Biasa yang dapat diwaklli oleh s
orang peserta Musyawarah, dan hasil baginya dibulatkan ke atas,

8.2.3. Setiap peserts yang mewakili Anggola Bista harus membawa
mandat dari yang diwalifnya.

a.24, Setiap peserta yang mewnkili sshagaimana dimaksud huruf 52,3
memiliki hak yang sames dan masing-masing meryuarakan/
membawakan hek-hek sctiap Anggota Blasa yang diwnkilinys.

b, Dewan FPertimbangan Kadin Fabupaten/Kota yang jumlahnys disesuaikan
dengan kebutahan yang menyrlurkan aspleas{ ketiga unsur pelaku ekonormi,
MR YA
b.1. dalam Mukeb/Mukota: hak bicara serda hak dipilih, dan hak menyusun

daftar nama calon Dewan Perfimbangan dan Dewan Pengurus Kadin

Kabupaten/Kota periode berikuinya yang nams-namanya diusulkan oleh

Anggota Biasa Tingkat Xabupaten/Foim yang bersengkutan;
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b.2. dalam Mukablub/Mukotalub: hak bicara dan hak dipilih.
c. Dewan Fengurus Lengkap Kadin Kabupaken/ Kot schagaimana dimalsud Fasal
29 syat (F) Anggaran Dasar, mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
Peserta Mukab/dMukablub/Mukoin/ Mubkatalub sebagaimana dimaksud huraf a.1
dan humf a.2 adalah Anggofa Binsa Tingkat Kabupaten/Kots yang rsanghnin
yang telah memenubi seluruh kewajibannya scbagaimana dimaksud Pazal 34
Anggaran Dasar, fermasul kawnfiban bsuangan pada organisasi sampai dengan
tahun berjakan.
Peningau Mukab/Mukota terdin atas:
8. Anggota Kehotmatan Fadin Kabupaten /Eota:,

b. Tekoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia di kabupaten fkota yang
bersanghuiar;
¢. Pengusaha asing;
d. Pejabat Pernerintah;
Jurnlah peninjau Mukeb/Muokota sebagaimana dimaksied barud b sampai dengan
huruf d ditentukan okeh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/ Kotz, dan masing-
masing mempunyai hak bicara,
Peninjan pada Mukablub/Mukotalul harys Dewan Fengurus Eadin Provinsi dan
Dewen Fengurus Kadin Indonesia dan masing-masing mempmyai hak bicars.
Untnk melaksanakan Muokab/Mukoia ssbagaimana dimaksud ayat (1), Dewan
Fengurus Kadin Kabupaten/Kote membentuk Fanitda Penyelengeara, Panitla
Fengarah dan Panitia Pelaksans yang bermnggung jawab kepada Dewan Pergurms
Kadin Rebupaten/ Kota,
Pasal 235
Rapat Dewan Perimbangan Kadin Indonesia

Rapat Pleno Dewan Pertitnbangan Kadin Indonesip diselenggavakan oleh Pimpinan

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan pelaksanaan teknisnye dilaksanakan
oleh Sekretariat Kadin Indonesia.
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Sebelum Munas  diselenggarskan, Dewan Pertimbangan EKadin  Indonesia
mengadakan Rapat Fleno untuk: menampung masukan dan untuk memyusun usul
dan saran tentang Fancangan Program Umum Organisasi yang akan diajuian
lepada Munes.

Rapat Pleno Dewan Fertimbangan Kadin Indomesia scbagaimana dimaksud syat
(Z) harus menampung aspitas Pengusaha Indomesia, balk dari Anggots Luar
Biasa, Koperasi Tingkak Nasicnal, dan Badan Usaha Milik Negars Tingkat Masional
angzot Kadin yang tidak memiliki Organisasi Perwsahaen, maupun Pengusaha
Provinsi.

Selain melaksanakan tugas schagaimana dimaksud ayat {2) dan ayat (3), Dewan
Fertimbanzan Kadin [ndonesia juga memfasiliasi penyelengzarasn konvensi
Angzota Luar Bage menjelang Munas/Munaslpb/Munassus untuk menctapkan
utusan Organisaxi Fervsahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional pada
Munas, Munazlub dan Munasesuis sebagaimena dimaksud Pasal 28,

Pazal 26
Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/¥abupaten/Fota

Fapai Deéwan Pertimbangan Kadin  Provins/Kabupaten/Kote  pelaksanaannya
disesunikan dengan kedentusn yanz mengahur rapat Dewan Partimbangan kadin
Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayal (3}

(1)

Pasal 27
Rapat Kerja
Dewan Pengurus Kadin Tndemesia dan seHap atau beberaps Pewsn Pengurus
Kadin Provinsi/Fabupaten /Kota dapat menyelenggarakan rapafi kerja pada tingkat

mesing-masing atau pada lintas-Hngkat, balk Hnfas-sekdoral, sektoral, maupun
meiuiut wilayah, sewaknr-wakiu jika diperlokan.
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Repat kerja suatu bidang atau sektor;

A. pada tingkat nasional dizebut Rapat Kerja Nasional, dizsingkat Rakernas, dilkuti
nama lintas-sektormya;

b. pada tingkat provinsifkabupafen/kota  dissbii Rapat EKerjm  Provinsi/
Kabupaten/Kota, disingkat Rakerprov/Rakerkab/Rakerkota, diikut nama
lintaa-sektornys;

diadakan untuk konsultasi antare Dewan Pengurus yang terkait, unbik membahas
rrasalah mengenai hal-hal yang Bersifat feknis dan substantif dari Program Kerja
Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setinp bidang/komite tetap dan
badan-badan dan/atau lembaga-lembaga imternal sebagaimana dimaksud Pagel
21 ayat (7) huruf ¢ dan Pazal 27 ayat (8) haruf ¢ Angsaran Dasar.

Rapat ketja antar bidang tingkat nasional disebut Rapat Koordinesi Masional,
disingkat Rakornas Bidang; dan rapaf kerja antar dacrah provinsi/kabupaten/kota
yang saling terkait disebut Rapat Koordinasi Wilayah, disinglat Rakorwil.

Hasil setinp rapat kerja dan rapet koordinesi merupakan rekomendasi kepada
Dewan Penguris masing-masing, dan mengikat bagi setiap pesertanya.

Setiap rapar ketja dan rapat koordinasl diatur mermrut tata tertib vang sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanges.

Pasal 28
Kormvensd

Kotvensi merupakan forum bagi Angeosta Luar Bisza Tingkat Nastonal atan
Tingkat Provinsi yang diselenggarakan setiap menjelang Munas/Muneslub/
Munassus/Muprov/ Muprovich untuk renetspkan whisan Angegota luar Biasa
Tingkat Masional atau Tingkat Provinsi yang akan mewakili Anggot Luar Biasa
Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi sebagal peserta dalam  Minay/
Munaglub/Munassus/Muprov/ Muproviub.

{Z) Penyelengzaraan ...
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(Z) Pempelenggaraan konvensi difasilitasi oleh Dewan Pecfimbangan Kadin Indotiesia”
Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi mengikutl pengelompokan Anggota Loar
Biasa Tingkat Nasional/Tingkat Provinsi yang dikelompokkan berdasarkan
pendekamn sektor stau jenis kegintan schagaimana dimaissud ayat (3) harut d.

{3} Jumlah keselwruhan wtusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagai peserta
Munas/ Munaslub/ Munassus scbanyak 30 (tiga puluh) orang utusan dan tingkai
Provinsi sebagai peserts Muprov/Muproviub sebanyak 20 (dua pulul) persen
dari jwnlah keseluruhan chisan Anggote pada Muprov/Muprovink, yang
pembagiannya uniuk seting kelompok Anggota Luar Binsa  ditetapkan scbagai
berikuk
6. Anggota Luar Biasa yang dapat mengikuti Konvensi adalah Anggota Luar Biasa

yang mewajibkan anggotanys menjadi Anggota Fiasa Fadin,

b. Jumlah wtusan setiap kelompok diketapknn bercdasarkan sistem kiota yang
dihitang berdasarkan jumlbth Anggots Luar Biasa vang terdaftar dan
memenuhi kewajibaroya sebagei Anggota Luar Binsa, termasuk kewajiban
keuangan pada organisasl, sampai dengan tabun berjalsn, yang terhimpun
dalam satw kelompok kenvensi.

G Kuota setinp kelompok kenvensi Jikm tidak terisi/terpenubi cleh Anggota Luar
Biasa dalam Lkelompoknys masing-masing, tidak dapai digantikan/diisi olel
kelempok yang lain.

d. Pengelompokan Avgzgota Luar Biasa dalam konvensi dibagi scbagai betikuk;
d. 1. Asosiasi-Asosiasi Industri Pertanian dan Kshutanan;

d.2. Asosiasi-Asosinsi Pebernakan, Perikanan dan Pengolahan Makenan;
d.3. Asosinal-Asosiag Inchastri Fertambangan dan Enersi;

d4. asosiasi-Asosing Indusiri Pengolahan Kimia;

d.5. Asosiasi-Asosingi Industr] Pengolahan Logam dan Mesin,;

d.6. Asosiasi-Ascslasi Industrl Pengolahan Lain-Lainnya;

AT Acmniont Aessimas
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d.7. Asosiagi-Asosingl Jasa Perdagangan dan Jasa Ekspor-Tmpor;

8. Asosinsi-Asosiasi Jasa Konstruksi dan Properti;

d.9. Asosiasi-Asosiasi Jasa Keuangan dan Jasa Profesi;

d. 10 Asoringi-Asosingi Jasa Perhubungan, Pariwisats, Perposan, Media Massa,
Telnologi Kemunikasi dan Informa;

d.11.Asosinsi- Asosiasi Penyeclia Jasa Lainnye; dan

d.12. Himpunan dan Dewan Bianis,

e. Pengelompokan Anggots Luer Biasa dalam komvensi pada finglkat provins
sebagaimana diatur dalam hunaf d tersebut, dapat disesuaikan menurut
keberadaan Asosiasi/Himpunan yang mengacn pada strultiur ¢kepomi dan
bidang-bidanyg waha setempat.,

f. Setinp COrganisasi Perusshasn dan Organisasi Pengusaha dalam konvensi
hanya dapat mengikuti satu kelompok konvensi schagaimana dimaksud hurnf
c dan diwakili okh 2 {dua) crang pengurus crgamisasi dengmn membawa surat
mandat dari organisasinya masing-masing.

(4) Setiap rapat kelompok konvensi dipimpin oleh Ketue atmy Wakil Ketua Dewan
Pertimbangan Kadin [ndenesia/Kadin Provinsi, ataw anggota Dewan Fertirba-
ngan Fadin Tndonesia/Kadin Provinsi yang ditunjuknya, dan diikuti oleh anggota
Dewan Pertimbangan Eadin Indooesia/Kadin Provinai.

BAB VI
FPEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT
Pazal 29
Dewan Panasehat Kadin Indonesia

(1) Anggota Dewan Penasehat Kadin Indonesia harus memilild KTA-B yang masih
berlaku kecuali yanz berasel dar bukan pengusaha.

7% Mg
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Dewnn Penasehat Kadin Indlonesia beranggotakan wakil-wakil dari:

a. tokoh-tokoh dunia nsaha nasional: dan

b. masyarakat yang dianggap mampu memberikan pernikiran-pemikiran dalam
rangka pengembangan perekonomian Indonesia.

Pemilihan Dewan Penaschat Fadin Indonesia:

A. Dewan Penasehpt Kadin indonesiz dipilih dan diteiapkan oleh Munas melahy
siskem pemilihan Fetua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekalignus
merangkap sebagal Eetun Formatur dan 4 (empatl angsota formatur,
sébagaimana dimalsud Pesal 17 ayat (9 Angzaran Dasar.

b. Estua Urminn Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus mecangkap schagai
Eatua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih dalam Munas
diberi kepercaysan dan wewenang untuk memilih den menetapkan Dewmn
Penasehat, Dewsn Pertinibarigan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Kchmmm&ngummmlndmﬂnmhhgusmmghpwhﬂ
Keua Formatar dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih micryusun Dewan
Penaschat Kedin [ndonesia atas mandat Munas dan sekaligus Munas menetapkan
batas wakin kerja formatur unhuk menyusun Dewan Penasehat Eadin Indotiesia
dengan mengutamakan nama-nema dari daftar nama calon yang disusun oleh
Dewan Pertimbangan Kadin ndonesia.

Daftar nama calon anggota Dewan Penaschat Kadin Incdonesia sebagaimana
dimnaksud ayat (4} dinsulkan kepads Dewan Pettimbangan Fadin Indonesia olkch
angaota Kadin.

Daftar nama calon sebaggimana dimaksud ayat (5) disampaikan Dewsn
Fertimbangan Kadin Indonesia kepada Munas.
Fasal 30
Dewan Penasehat Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kok

Anggota Dewan Perasehat Kadin Provinsi/Kabupaten/Xotg harus memilild KTA-B
yang masih beriakun kecuali yang betazal dari bukan pengusaha,
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Dewan Penasehat Kadin Proving/Kabupaten/ Eota berangzotakan walil-waki

dari:

a. Tokoh-tokoh dunia usaha Provinsi/Kabupaten /Fota,

b. mesyarakat yang dianggap mampu memberikan pemikitan-pemikiran dalam
rangka psngembangan perekonomian Provinsi /Kabupaten/Kota
bersangltan.

Pemilihan Dewan Fenasehat Fadin Provinsi/ Kabupaten/Kota:

a. Dewan Penasehai Fadin Provinst/Kabupaten/Keta dipilih dan ditetapkan oleh
Muprov/Mukab/Mukota melalui sistem peinilihen Ketua Umum Dewan
Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten /Kota sekaligus mevangkap sebagai Ketua
Formatur dan 4 (zmpaf) anggota formatir, sebagaimana dimaksed Pasal 29
ayat (1) Angearan Dasar.

b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Keina Dewan Fengurus Kadin
Fabupaien/Kota sckaligns meranglap sebagai Ketua Formstur dan 4 {empat)
orang anggota formatw terpilih dalam  Muprov/Mukab/Mukota  diberi
kepercayasn dan wewenang uniuk memilih  dan menctapkan Dewan
Penasehat, Dewan Perfimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provingi/
Kabupaten /Kotz.

Ketua Umum Déwan Pengurus Kadin  Provinsl/Kabupaten/Kola  selaligus
meranglap sebagal Kehwa Formatar dan 4 (empat) orang anggota formatur
terpilih menyusun Dewan Penaschat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota atas mandat
Muprov/Mukab/Mokots dan sckaligue Muoprov/Mukab/Mukcta menetaphan
batas wakin kerfa formatur untuk memywsn Dewan Peneschat Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengutamatan nama-nama dari daftar negna
<#lon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Fadin Provinsi/Eabupaten/Kota.
Daftar nama celon anggota Dewan Penaschat Kadin Prowinsi/Kabupaten/Kola
sebagaimana dimaloud ayat (4) dinsulkan kepada Dewan Pettimbangan Kadin
Frovinti/ Kabupaten/Kota olch angzom Kadin,

Daftar nama cafon stbageimana dimalzod ayet {5) disampaikan Dewan
Fertimbangan Kadin Provingi/ Kabupaten/Kota kepada Muprovs/ Mukab,/ Mukota.
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BAE IX
PEMBENTURAN DEWAN FEETIMBANGAN

Pasal 31
Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

Perzyaratan Angsota Dewan Pertimbangan Kadin mdonesia adalah hanus memilila
KTA-B yang masih berlakn selama masa jabatannya.

Cewan Pertimbangan Kadin Indonesia berangeotakan wakil-wakil dani:

8. Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelabn skonomi, yang
Jumlahnya disesunikan dengan kebuiithan; dan

b. Penguspha Provinsi dard seniua Kadin Proving, masing-masing diwakili secara
ex- offfcio oleh Fatua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.

Femilihan Dewnan Pertimbangan Fadin Indonssia:

a. Dewan Perfimbangan Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayar (2} hurufa
dipllih dan diketapkan oleh Munas melalui sistem pemilihan Ketua Umum
Dewan Pengurus Kadin [ndonesia sekabgus mermmngkap scbagai Ketua
Formatur dan 4 {empat} anggotn formetur, sebagaimana dimalksud Pasal 17
ayat (9) Anzgaran Dasar.

k. Ketua U'mum Dewan P!n,glm:sl{adjnlmhnﬁa sekaligus merangkay sebagai
Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih dalam Munas
diberi kepercaynan dan wewshang untuk memilih dan menemplan Dewan
Fenaschat, Dawan Pertimbangan, dan Dewan Pengurw Kadin Indonesia.

Fetwa Umum Dewan Penguris Kadin Indonesia sckaligus merangkap scbagai
Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggoeta formatur teopilih menyusun Dewan
Pertimbangan Kadin Indemesia atas mandal Munas dan sckaligus Munas
menctaplan batas wakhu ketja formatur umiuk menyusun Dewan Pertimbangan
Kadin [ndonesia dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calop yang
disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia,
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Daftar nama cabon anggota Dewan Fertimbangan Kadin ladonesia sebagaimana
dimalksud ayat (4) dinsulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia aleh
angsots Kadin.

Daftar nama calon schagaimana dmakend ayat (5) disampaikan Dewan
Pertairnbangan Kadin Indonesia kepada Munas.

Pasal 32
Femitihan Dewan Periumbangan Kadin Provinsi

Anggota Dewan Ferfimbangan Kadin Provinsi harus memiliki KTA-B yang masih
berlaku selama mesa batannya.

Dewan Pertimbangan Kadin Froving beranzzotakan wakil-wakil darl:

&. Pengnsaha yang menyelurkan aspiras ketiza unsur pelaku ekonomi yang
jumlahnya sesuai kebutahan; dan

b. Pengusaha dperah dari setmia kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,
tiasing-masing diwakili secara ex-offfcic olch Fetua Dewan Pertimbangan
Xadin Kabupater/ Kot masing-masing.

Peroilihan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi:

a. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi dipilih den ditetapkan oleh Muprov
melalui sistern pemilihan Fetua Umum Dewan Fengurus Kadin Provinsi
sekaligus merangkap sebagai Ketua Formamr dan 4 (empat) orvang anggota
formatur, sebagaimana dimeksud Pasal 24 ayat (2) Angsmaran Dasar.

b. Ketza Umum Dewan Pengwrus FEadin Provinsi yang sekaligns merangkap
stbagat Ketua Formatur dan 4 (empat) orang angzota formatur terpilib Salam
Muprov diberi kepercayaan dan wewenang anfuk memilih dan menetapkan
Dewan Perhimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Frovingi.

Ketua Umum Pewan Pengurus Kadin Provinsi sekalizus meranghap sebugai Ketua

Formatur dan 4 {empatt orang angzol formatur ferpilih menyusun Dewan

Pertimbangan Kadin Provinsi atas mandat Muoprov dan  sekalizus Muprov
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menetaplan batas waktu kerja formatur wimtuk menywun Dewan Pertimbangan
Kadin Previnsi dengan mengutemakan nama-nama dari dafar-nama calon yang
disusun oleh Dewan Feriimbangan Kadin Frovinsi.

(5) Daftar nama calon anggota Dewan Pertimbatigan Kadin Provinsi sebagaimana
dimaksud ayat (3) diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi oleh
anzgoml Kadin sesuai domisilinya.

(&} Daftar nama cplon schagaimana dimekmd ayat (5) disatipaikan Dewan
Ferimbangan Kadin Provinsi kepada Muprov.

Pasal 33
Pemilihan Dawnn Pertimbangan Kadin Ksbupaten/Kota,

1) Anggota Dewan PertimBangan Kadin Kabupmien/Kota harus memiliki  ETA-B
yang masih berlaku selamn mnsa jabatannya.

(Z) Dewan Fertimbangan Kadin Kabupaten/Kota beranggotakan wakil-wakil dari
Pengusaba yang menyalurken aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang
jummlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Pamilihan Dewan Pertimbangan Fadin Kabupstn/Kota;

a. Dewnn Fertimbangan Kadin Kabupaten/Kotn dipilih dan diterapkan alsh
Mukab/Mukets melalui sistern  pemillhan Fetua Dewan Pengurus Kadin
Kabupater/Kofa sekaligus merangkap scbagai Ketua Formatur dan 4 {empat)
orang anggots formatur sshagaiinana dimaksud Fasal 24 ayat {9) Anggaran
Dazar,

b. Ketua Dewan Penzurus Kadin Kabupaten/Kom dan 4 (empat} orang anggota
formatur terpilih diberf kepercayaan dan wewenang untuk memilibh dan
menetaplan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaien/
Kola.

(4} Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupeien/Kota yang sckaligus merangkap sebagai
Ketua Formatur dan 4 {empal} crang anggeta formatur terpilth menyusun

Dewan ...
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Dewan Pertimbanzan Fadin Kabupaten/Kota atas mandat Mukab/Muketa dan
sel:align.é Mukab/Mukota menctaplcan batas waldu kerda formatur menyusun
Dewan Fertimbangan Kadin Kabupsten/Kola denigan mengutamakan nama-nama
dari daftar nama calon yang dituam olth Dewan FPertimbangzan Kadin
Kabupnten/Kota dari mama-nama yang divsulkan oleh Anggota Blasa Tingkat
Kabupaien/Fola yang bersangkutan,

DPafiar nama calon ssbagpimanag dimakswd ayat (4 disampaikan Dewan
Fertimbangan Kadin Kabupaten/Kota kepada Mukab/Mukota.

BAR X
PEMBENTURAN DEWAN PENGURUS

Pazgl 34
Parsyaratan dan Tata Cara Pemilihan Estua Umuim/Estua Dewan Pengurus

a. Geilap calom Ketur Umum Kadin Indonesia yang sskaligus merangkap sebagai
Ketut Formatur pada dasarnya sckurang-kurangnya dalam 4 (empat) tahun
berbarut-unat sampai tahun berjalan perusahaannya harus terdaftar menjadi
angzola Kadin  ditmkiikan  dengan  kepemilikan KTA-B  Fadin  dan
berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosiasi/ Himpunan,

b. Settap calon Ketua Umum Kadin Provinsl yang sekaligus metangkap sebagai
Ketug Formatur pada dasarmnya sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun
berturut-turut sarmpai tahun berjalan perusahaannya hams terdafiar tenjadi
anggota Kadin dibuktikan dengan  kepemilikan KTA-B Kadin  dan
berpengalarman dalim kepengirusan Kadin atau Asggiasi/ Himpanan.

¢. Setlap celon Ketua Kadin Eabupaten/¥ota yang sekaligus meranglap sebagai
Ketie Formabar pada dasamya selurang-karangnys dalam 2 (dua) tahun
berturut-tayut sampai tahun berjalen peruzahaannya harus terdaftar menjadi
anggota  Fadin  dibukikan  denzan  kepemilikan EKTA-B Eadin  dan
berpengalaman dalam kepengurmsan Kadin atau Ascsiasi/Himpunan,

N —
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Fencaloman menjadi Ketua Umum/Fetua Dewan Pengurus schagaimana dimaksud
zyat (1} disampalkan secara tertulis kepada Dewan Pengums yang bersengkutan
selambai-lambatnya 7 (hgjuh) hard kalender acbelum penyelengegaraan Munas/
Munasiub/ Muprov/ Muprovinb/ Mukab/ Mulkablub/Mukota/Mukotalub  yang
bersangkutan.

Setinp calon Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebmgaimena dimaksud ayat
(1) dan ayat (2) harus dapat menyaropaikan visl dan misi tertulis dan lisan dalam
menvimpin organisasi Kadin pada rengkeian acara Munas/Munashzsb/Muprov/
Muproviub/Mukah/Mukablub/Mukota/ Muketalub  scbagaimmanz  ditetapkan
FPamitia Penyelengz=ara.

Femilihan Ketwa Umnm/Retua Dewan Pengurus sekaligus merangkap sebagai
Fehua Formatur dilakukan dengan cara pemungutan swara dah pelaksaraannya
diatur ssbagai beyilut:

a. Calon yang memperoleh lebih dari 50 (lima pulub) persen suara dari peserta
yang menggunakan hak suara dalsm Monas/Munashubs Muprov/ Muproviub/
Mukab/Mukablub/Mukofe/Mukotalub, maka yang bersangluan langsung
didetapkan sebagai Ketus Umw/Eetua Dewen Pengurus yang sekaligys
merangkap sebazai Fetua Formatur terpilih,

b Jika dalam pemitihan ssbageimana dimaksud huruf a tidak ada calon yang
memperokh lebih dari 50 {ima puluh} persen suara dari peserts vang
menggunakan hak suara, maka dilekukan pemilihan mbhap kedua yang dijkut
obth dua calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua dalam
pemilihan mhap pertama, dan yang memperoleh suara terbanyak dalam
pemilihan tahep kedua dinvetkan sebagai Ketua Umum/Ketus Dewan
Femgurus yang sekaligus merangkap sebagai Fetua Formatur terpilih.

€. Jika pada pemilihan scbagaimana dimaksud hueaf a terdapat Jebih dari sin
calen yang mempercleh suara dengan jumlah yang serea dalam mendapatkan
bempat kedua, make terhadap calon-calon tersebut dilakulkan pemilihan ulang
untuk menetapkan suara ferbanyak kedua wntuk dapat mengikuti pemilihan
tahap kedun.
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d.1.Untuk Munas:

Jike dalam pemilihan sebagaimana dimakeud huruf b hasil pemilihan tetap
sama {drawd maka pimpinen Munas berhak menstapkan tata cara penentuan
uniuk memuhiskan Ketua Umum terpilih.

d.Z.Untuk Muprov/Mukab/Mukota:

Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksod huruf b, hasil peilihan ietap
sama (W) maka Dewan Pengures yang setingkat lebih iingsi berhak
menctapkan takd cara pentrduan unfuk memutuskan Kstuz Umum /Ketua
terpilih.

Pasal 35
(1) Anggota Dewsn Pengurus Kadin Indonesia harus memiliki  ETA-B yang masih
berlaku selama masa jabatanurym,
(2) Femilihen Dewan Pengurus Kadin Indonesia dilaksanaken dengar sistem schagai
berikut:

A Dewan FPengorus Eadin  Indonesia dipilih  dan  ditetapkan  oleh
Munas/Munaslub melahsi sistem pemiliban Ketwa Umuin Dewsn Pengurus
sekaligus merangkap sebagai Ketua Formabur dan 4 {empat) orang anggota
formatur sebagaimana dimaksud Fasal 17 ayat (2 Anggaran Dasar.

b. Fetua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesla yang sekaligus merangkap
sebagai Ketud Formatur dan 4 (empaty orang anggota formatur terpilih diberi
kepercayran dan wewenang umhik memilih dan  menetapkan Dewan
Penasehat, Dewnn Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia,
dengan mengutamakan nama-nama dari dafter nama calon yang disusun

Dewan Fertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (5) huruf h
Angsaaran Dasar,
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(3) Femilihan formatr dilaksanakan scara musyawarah atan dengan cara

{4)

(I)

pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, dan rahasia
okch para peserta yang memiliki hak suara.

A. Jika pemilihan Ketus Umgm Dewan Pengurus Kadin Indonesia vang sckaligus
merangkap ketua formamur dan 4 (empal) orang anggets formatur oleh Feserta
penub sebegaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4] huraf o dan Inouf b dilakukan
dengan cara peunguian suara yang dilaksanakan dengan asas langsung,
bebas dan rahasia, maks setiap peserta penuh ntusan Anggota Biasa dan
utusan Anggota Luar Biasa yang mempunyai halt snars menetapkan seca
jelas dengan memidiskan saty nama uniuk calon Ketpa Unuto Dewan
Penguruz Fadin Indonesia sckaligus merangkap ketua formatur pada saiu
Kerty Suara dan menyliskan 4 (empath nama linnya yang berbeda wnituk
angzota formatur pada satu Kartu Susra lainnya,

b. Dani perhitungan suara, name cslon Ketue Umaum Dewan Fengurus Kadin
Indonesia yang mendapatkan soara terbanyak sebagnimana dimaksud Pasal 34
ayat {4) terpilih menjadi Ketua Untium Dewnn Pengurus Eadin Indemesia
sekaligas merangkap ketwa formatur, dan 4 (empat} nama calon anggots
formatur yang mendapatkan suara ferbanysk kesati, kedua, ketiga, dan
keempat, terpilih menjadi angeot formahgr.

Ketua Umum Dewsn Pengurus Kadin Indonesin yang sekaligns merangkap sebagai

ketua formatur dan empat orang anggota formmatur perpilih, memilih, dan

mermbentuk Dewan Pergurus Fadin Indonesin sekaligus atas mandat Munas dan

Munas menetapkarn batas wakiu kega formatur wniuk menyusun Dewan

Fengutus Kadin Indonesie dengan mengutamakan nama-nama dari dafiar nema

calon sebagaimans dimaksud ayal [2) huraf b.

Pasal 36
Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

Anggofa Dewnn Fengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota harms memiliki KTA-B
yang masih berlaku s2lama masa jabatanmya.
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Pemillhen Dewan Pengurns Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan

sistern, sehagai berikut:

A Dewan Pengurus Eadin Provinsi/Kabupater/Eam dipilih dan ditctapkan cleh
Muoprov/ Muproviub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub  melalal  tisfem
pemilihan acbagaimana dimaksud Pasgl 24 ayat (9) Anggaran Dager,

b. Fetua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin
¥abupaten/Fota dan 4 (mipst) orang anggola formahar terpilih diberi
kepercayaan dan wewenang untuk memilih  dan menetapkan  Dawan
Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupatens Kola,

Muprov/Muproviub/Mukab/Mukablub/Mukot /Mukotalub memilih dan mene-

tapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Radin Eabupaten/

Kota yang sekaligus maeranziap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang

anggota formatur deri peserta dan peninjau  Muprov/Muproviub/Mukab/

Mukablub/Mukota/Mukotzliub yang mempunyal hak dipilih.

Pemilihan  formatie dilaksanakan secara musyawarah atan  dengan cara

PemMUnZUIRD suarn yang dilaksanakan secara tertulis dengan asas langsung, bebas,

dan rahasia cleh para peserin yang memiliki hak memilih,

A1. uniuk Kadin Provinst: )ika pemilihan Eetua Uriutin Dewan Pengurus Kadin
Provingl yang sekaligus merangkap kema fornatur dan 4 {empat) orang
anggota formanir yang dipilih oleh Peserta Patmih sebagaimana dimaksud
Prsal 23 syal (4} huruf & dan b dilakukan dengan cara peniungultar spara,
maka sehap peserts whusan anggota yang mempunyal hak suata menetapkan
s nama untuk calon Eetua Umum Dewan Pengurus Kadin Prowinsi
sekaligus merangkap Ketua Formamr pada sahy Raviu suars den menuliskan
4 {empat) nama linnya yang berbeda untuk angzota formatur pada satu
kartu suara vang lain.

a2, unmk Kadin Kabupaten/Eota: Jika petnitihan Estna Dewsan Fenguruz Kadin
Fabupaten/Fota yang sekaligus merangkap ketua formatur dan 4 (empat)
erang anggoba fomoatur vang dipilih oleh Anggota Biasa Kabupaten/Fola

[ g Sy e
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dilabukan dengan cpra pemunguian suara, maka sctiap peserta Anggot
Blasa yang meipunyai hak suarm menctapkan saha nama untuk calon Ketua
Dewsan Fepgunus EKadin Kabupaten/Kota  sekaligus merangkap ketua
formair pada satu kartn suara dan menulizkan 4 (empaf). nama lainnya
yang berbeda untuk anggota formaur pada satu karhs suara yang lain.

b. Dari perhibingan suars, nama calon Ketaa Umum Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Ketua Dewan Pergurus Kadin Fabupaten/Fota yang mendapatkan
suarn terbenyak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) serpilib menjadi
Ketua UTmum Dewan Fengurus Kadin Provinsi/Eetus Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota sckaligus merangknp Ketua Formatur, dan 4 {empai) nama
calon anggota formatur yang mendepatkan suars terbanyak kesati, kedua,
ketiza, dan keempat, terpilih menjadi anggota formatar,

Paftar nama calon Dewan Pepgurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota diusulkan

kepada Dawarn Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupeten/Eota oleh angaots Kadin

scsuai domisilinys.

Ketup Upnium Dewan PFengurus Kadin Provingi/Ketua Dewan Pengurus Kadin

Kabupaten/Fota yang sekaligus merangkap ketua formabur den 4 (empal) orang

anggota formatur erpilih, memilih Dewan Penguius Redin Provinsi/Eabupaten.

Kota, dengan mengutamakan nama-nama dari daflar nama calon yang disusun

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsl/ Eabupater/Xofs.

Muprov/Muprewlub/ Mulkab/Mulablub/ Mukota/ Mukotalub memberikan man-
cdat pernuh kepada Keiua Umum Dewan Pengurus Kadin Prowinsi/Kelna Dewan
Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap ketus formatur dan 4
{empat) orang anggota formatur terpilih, dan menetapken batas wakty beketjanya
untuk menytsuo Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Fabupaten/Kota, dengan
menguiamakan nama-natna dari daftar nema calon sebagaimana dimaksad ayat
{5).
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BAE X1
ETTRA DiSNIS, LAMBANG, BENDIERA, HYMNE, DAN MARS ORGANISASI

Pazal 37
Etila Bisnis
Etika bisnis sebagai furdutan moral dan perilalu yang menglkat sehoub anggota Fadin
tertera pada lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 38

Lambang
Benduk, arti dan malma lambang Fadin tertera pada lampiran 2 Angsaran Fumah
Tangsn ini

Pesa] 39

Benders

(1) Sctiap tingkatan organisasi Radin memilild bendera yang seragam benmalavya,
selaaligus menunjuklan identitas mesing-masing. Ketenhuan mengenai bendera
tertera pada lampiran 3 Anggaran Fumah Tangsm ind.

(2) Pada hari-hari Biasa bendera Kadin dipasang di Kantor Sekretariat di samping kiri
bendera Merah-Putih.

{} Pada acara-acara resmi organisasi seperti  Munas/Munaslub/Munassus/
Muprov/Muproviub/Mukab/Mukablub/ Muskota/Mukotalub  dan  pertemuan
resmi lainnya, bendera Kadin dan fingial yang bersangkalan dipasang di depan
podivm berdampingan dengan bendern Merah-Putih, letalnya di sebelah kiri
Merah-Pufih. Di belzkang atau Ai sampingnya dikelilingi oleh benders Kadin dazi
organisasi yang tingkatannyn langsung di bawahnya.
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Fazdal 40
Hymane
Syair dan lagu Hymue Kadin tertera pada lampiran 5 Anggaran Kumah Tangga

.

Hymne Kadin dinvanyilan seiclah lagu Ecbangsaan Indonesia Raya pada acara-
HCATA rearnd organizasi, sepert Munas, Muprov/Mukab/Mukota dan pertermian

Pasal 41
Mars
Syair dan lagu Mars Kadin tertera pada lampiran 4 Anggaran Fnmah Tangsa ind.

Mars Endin dinyanyikan setelsh lagn Kebangsaan indonesia Roya pada ecama-
acara resmi organisasi, seperfi Muonas, Muprov/Mukab/Mukols dan pertemuan
resmi lainnya,

BAR X1l
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Fasal 42
Perubnhan Angsaran Rumah Tangsga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Kadin ditetapkan berdasarkan ketetapan Munas,
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar ateu ketetapan
Munasms sebagaimana ditmaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2} huf a
Anzgaran Dazar.
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Famal 43
Pengesahan
Angsaran Rumah Tangga ini metupakan perubshan dan penyempumaan dari
Angzaran Bumah Tangge yang diputuskan doelam Mubhassus Kadin tanggsl 17
Desember 2003 di Jakarta dan disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 14 Twhun 2004 tangzal 18 Febwuari 2004, ditetapkan dan Jizahkan dalam
Munassus Kadin tanggal 2 Juni 2005 di Jakarta dan diubah/disempurnakan dan
disahkan dalam Murnassus Kadin 2006 pada  tangeal § Maret 2006 di Jakarta dan
diubah/disempurnakan dalam Munassies Kadin tanggal 23 - 25 April 2010 di Jakarta.

BAE X111
PEMBLBARAN ORGANISAS]

Pasal 44
Pembubaran Organisasl

(1) Pembnimran Kacdin dapat dilaksanakan apabila merupakan putusan mutlak dan
peserta yang memiliki hak avara yang hadic dalam Munassus sebagaimana
dimaksud Pasal 19 Angzaran Dagar.

{?) Apabila Kadin dibuberkan make Munsssus harua pula menciapkan syarat
pembubaran serta syarat likuidasi harita kekayaan Kadin.

BAE XIV
ATURAN FENUTUF

Pazal 43

(1) Sehunuh anggota Kadin bersepakat menyatekan Angspran Eumah Tangsa ini
berlaku setelzh diterbitkannya Eepatusan Presiden Bapublik Indonesia mengenai
persetujunn perubahan Anggaran Dasar dan Anggzaran Fumah Tangea Kamar

Dugany ...
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Dagang dan Indushi yang ditetapkan dan disahkan dalarm Munassus Fadin pada
tanggal £ Juni 2005 di Jakarta dan diubah/disempuarnakan dan disshkan dalam
Munassus Kadin 2006 pads tanggal & Maret 2006 di Jakaria den
divbahs/disempirnakan dalam Munassus Kadin tanggal 23 — 25 April 2010 di
Jakarta.

Hal-hal yang belom cubup distur di dalam Anggaran Fumah Tangga ini diatur
lebih lanjut cleh Dewan Pengurns Kadin Indonesia sekaligus dalam peraturan
organisasi atan ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengen
Anggaran Dasar den Anggaran Fumah Tangsa iné den dipertanggungjawabken
pada Munas.

Fasal 46
Femutup

Scjak berfakunya Anggaran Rumah Tangga wyang Barg sebagatmena dimaksud
Pasal 45 ayat (1), maka Angsaran Bumah tangga yang ada dan telah berlaku
sebelum Anggaran Rumah Tanggs imi dinyatakan hdak betlaku lagi.

Agar setisp anggota dapat mengetshuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia
diperintahban wntuk mengumumkan dan atau  menyebarluaskan Anggaran
Bumah Tangya ini kepada setlap anggots dan thalayak lainnya.

T A TAErE S SN ALE L LU L e e
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Lampiran 1

Anggaran Rumah Tangg
Famar Dagang dan Indusird

ETIKA BISNLS FADIN

Menyadari kechwlikannys ssbagai wadah pengusaha Indonesia yang merupakan
bagian yang tak terpisshlkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna
mewujudkan peran sertanya dalam mewujindkan kehidupan ekonomi dan dunia nsaha
yanz schat dan tertib, Kadin menstapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan motal
dan pedoman perilalu bagi jajarannya dan angzota Kadin di dalam tmenghayati tugas
dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

1.

Keglatan usnha/bisnis memilikd harkat den martabst terhormat yang senantiasa
harus dipelihara dan dijag.

Senantigse meningkatkan profesiomalisme wuniuk memingkatan muwta  dan
kemampuan serta bertanggung jawab dalam  mengantisipasi  perubahan
lingkungan usaha.

Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalun bersikap jujur  dan dapat
dipcrczya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya uniuk segala kegiatan
wiaha /bisnis harus tetap mengutemakan profesionalisme, ketekunan dan
ketabahan, integritas tinggi, adanya kebulstan pikiran dengan tindakan, dedikasi
dan layalitas,

Membina huburgan usaha berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-
ketentuan yanz diperjanjiken serta menyelesaiken  peérsslinhan dahfan
perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan,
Memiliki kesadaran nasional vang tingsd dengan senantiasa melaksanakan
Enggang jawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua  peraturan
perundang-undangan yarg berlaku

8. Tidak ...
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Tidak melakukan perbusian tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan
persaingan Hdak sehat.

Tedak melakukan prakik-praktk suap, yaitu fidak meminta, ticak menawarkan,
tidak menjanjikan, idak memberd, dan tidak menerima suap.

Menghormati kepentingan bersama dan saling -metjaga diri dari perilaku
dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan.

Turut berpartisipasi dan  berkonfribusi dalam wpaya Pemerintah untuk
membangun tata pemerintahan yang balk

Turut serte dalam pembangunan perekonomisn vegara dan bangsa dengan
mmnmymmpmammmw

A sssmrrsrrrsrrr——-
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Lampiran 2
Anggatan Rumak, Tangea
Kamar Degang dan dustr

LAMEANG
KAMAER DAGANG DAN ENDUSTERI
akan diganti pada Munas Kadin

Bentuk Lambang Kadin, s=perti fertera di atas, terdivi dari;

a. Perahu layar, berwama kuning emas,

b. Tiga baris riak air dengan lite gelombaryg, berwirme birg
<. Perisei, yang dasarmya borwarha putih;

. Bendera Indomesia  di tengeh perisai (bagi lambang Kadin Indonesia), dan
lambang daerah masing -masing bazi setiap Fadinda;

¢ Dua ekor Jude rmengapit perisai, berwarna kuning emas;

£ Pita bersimpul, berwarna bing;

£ Moito “Tabah, Jujur, Seta”. pada pitn bersimpul,

h. Dua helai daun scmanggi BENTUK, WARNA DAN UKLURAN di talik pits
berwama kuning cmas.

Perbandingan ukuran titik erjaih horizontal dan verfikel mendekati satu banding

satn (1:1). '
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MAFNA LAMBANG
Warni
a. Patih:

Melambangkan kesucian, kegolongrovongan berdasarkan persaudarsan,
persemaan idili dan kesatuan.

b, Mermk:

Melambangkan semangat yang dinamik dslam melaksanakan tugas, usaha dan
k=wajiban.

. Kuning #mas

Melambangkan ketinggian muta yang menjadi pegangan dan pedoman dalam
melaksanakan nsaha,

4. Bin:
Melambangkan kesetlagn, ksjujuran jiwa, dan sernangat dalam melaksanakan
uszha mencapai kemajuan usaha dan pembangunan ekonomi.

Beniuk-bentuk dalam lambang

4. Ferahu layar melambanglan:

1) Indonesia sebagai negara kepulauan bahari, dan s¢jak dahudu kala
merupakan dactah yang tenditi dari keota den bandar pusal perdagangan
dan kegiatan ekononi lain, dan Wawasan MNusanfara.

2) Ketabahan, kebenaran, dan tahan uji dalam melaksanakan tupaya mencapai
cita-cita mengembangkan kemajuan usaha,

3 Wadah tempat bergatn kefige pelaku ekonomi untnk mencapai cita-cita
bangsa menuju masyarakat adil dan makiriur,

b. Gelombang atau riak air berwarna binx

I} Tiga baris riak gir melambangkan persatuan anfara ketige unsur pelaku
ckonomi, yaitn unsar swasta, unsue koperasi, dan unsur usaha milik
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negara/dasrah, yang bersatu dalam Kadin sesuni dengan amanat Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1287 tentang Kamar Dagang dan Industr.

2) Lima riak gelombang melambangkan Pancasila sebagai asas Kadin dan para
pengusaha Indenesia dalam memajukan usahanya,

- Kuda, berwarna Kuning ernas, melambangkan:

1} Tenaga yang kuat den efektif yang timbul dari persahian dan kesatuan
pengusaha dait sehirube jenis nsaha dalam seaala bidang yang ada dalam
masyarakat.

2) Hasrat yang didukung daya dan lenaga yang tingel dari parz pengusaha
dalam Berparfisipasi dalam akselerasi pembangunan ekomomi, baik di
dacrah maupun dj pusat.

- Perisal melambangkan:

1) Wajeh yang satu dan kuat yang timbul deri persatuan dan kesatuan
menghedapi tanmngan dan cobaan.

2) Keampuhan bidang indusiri dalem menghadapi kemajuan teknologd serta
keiubseraan  meloksanakan  incustrialisasi demi  mempertahankan
kelanjutan dan kemajuan usmha.

. Fita bersimpul melambangian:

1} Eeterampilan dan keluwesan melaksanakan usaha.
2} Persatuan kesatuan figa bidang usaha, yaitu perdagangan, inchastyi dan jasa.

- Dann semangy melambanzkean:

kesubumn dan kemakmuran Buml Indonesia yang menantikan tangan
pengusaha untok mengolahnya.

Lambang di tengah perisai:
1) Bagi Kadin Indonesia

Merah putih berbatzs dingonsl melambangkan bendera pusaka Sang Dwi
Warna, bendera [ndonesia,
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2) Bagi Kadinda
Lambang dasrah, sexusi dengan makngmya masing -masng.
3‘- m

e, Tabsh dalam menghadapi tintangan dan hambatan dalam mengembangkan
usahs,

b, Jujlumclalmamkanmﬂmdahmmmpnin&mn

¢. Setia kepada Anggararn Dasar, Anggatan Rumah Tangga dan organisasi dalam
melaksanakan tajuan Kadin,
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Lampiran 3
Anggaran Rumah Tangga
Famar Dagang dan Indusiri

PENDERA

Bendera Fadin herbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi tiga
banding dua {3 : 2), berukumn panjeng 105 ctn dan lebar 70 con, ferdivi dani dua
mika timbal-balik yrng sama, dengan lambang Kadin i tengah dan untaisn benang
berwarna kuning emas di sekeliling bendera. Di bawah larwbang terdapat nama Kadin
setempai

WAFNA

Dasar berwarna hijaw, melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa den
ketulusan.

Lambang di tengah perisai berbentuk dan berwarna sesuai dengan lambang daerah
Kadin masing-masing,.

Tulizan berwama kuning melambangkan kecintaan dan kesetinan terhadap profesi,
bangsa dan negara.

Untaian benang berwamas kuning emas melambanghkan kesatuan dan kejayasn,
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Lampiran 4
Angzaran Rumeah Tangza
Kamar Pagang dan Industri

Hymne
HYMMNE NASIONAL KADIN

Komponis : ADDIE M5
Aransemen ; ADDIE M8,

DT SEPANJANG ZAMEITD EHATULISTIWA
TANAH ATE INDONESTA TERCTNTA
RADIN PADUKAN CITA, KARSA, DAN FAKY A

UNTUR FEBANGGAAN BERSAMA
MAHAFRARYA BAGI IBU PERTIWI
KADIN BERJTWA TABAH, JLJUR, SETI1A

MARI PENGUSAHA INDOMESIA
MENUJU MASA DEPAN CEMERLANG
SATUKAN NIAT DAN LANGKAH
DEMI INDONESIA SEJAHTRA
MAJU BERSAMA KADIN

TErarEEsEEsTsSssELER L
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